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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar mampu menjalankan perannya 
tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan 
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan 
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah 
mempunyai kewenangan dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan 
kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsinya 
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan 
pembangunan daerah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan 
strategis. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya 
kebutuhan mobilitas ke seluruh sektor dan wilayah. Transportasi juga berperan 
sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam 
upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya (Penjelasan 
Umum Undang-Undang No.14 Th1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). 
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 Kota Surakarta merupakan salah satu diantara kota besar di Indonesia yang 
saat ini mengalami proses pertumbuhan yang sangat pesat. Sedangkan di Provinsi 
Jawa Tengah merupakan kota kedua terbesar.  Secara geografis wilayah Kota 
Surakarta berada antara 110º45’15”- 110º45’35” BT dan 7º36’00”- 7º56’00”LS 
dengan luas wilayah 44,04 Km² yang terbagi menjadi lima Kecamatan. Secara 
administratif  Kota Surakarta terletak di tengah wilayah eks-Karisidenan Surakarta 
yang tergabung dalam kawasan Subosukawonosraten dan merupakan daerah 
tarikan perjalanan wilayah tersebut. Selain itu, Kota Surakarta juga merupakan 
simpul transportasi dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta.   
 Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2006 tercatat sebanyak 
497.234 jiwa dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,71% pada tahun 2007 
menjadi 510.711 jiwa. Seiring dengan bertambahnya penduduk Kota Surakarta 
maka kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi juga meningkat. Pada 
tabel 1.1 dapat dilihat jumlah angkutan dalam kota di Kota Surakarta pada tahun 
2009. 
Tabel 1.1 
Jumlah Armada Angkutan dalam Kota di Kota Surakarta 
 
No Jenis Moda Jumlah 
1 Taksi Sedan 461 
2 Angkutan Kota Mini bus 422 
3 Bis Kota Bis sedang 301 
Sumber : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (DLLAJ) Surakarta, 2009 
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 Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang 
berfungsi sebagai pelayanan umum yaitu, tempat untuk naik turun penumpang dan 
atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan 
umum, serta sebagai tempat intra dan antar moda transportasi. Sesuai  dengan 
fungsi tersebut, maka penyelenggaraan terminal berperan sebagai penunjang 
tersediannya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas 
dan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, tepat, teratur dan dengan 
biaya yang terjangkau. Suatu terminal dapat berupa bandara, stasiun kereta api, 
dan juga terminal angkutan jalan.  
 Di Kota Surakarta sendiri memiliki Terminal angkutan jalan darat yaitu 
Terminal Tirtonadi Surakarta. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan 
untuk menciptakan kelancaran lalu lintas khususnya angkutan darat, terminal ini 
perlu dikembangkan baik segi pelayanan maupun dari bentuk fisik terminal itu 
sendiri. Hal ini dikarenakan, terminal merupakan salah satu fasilitas publik yang 
perlu disediakan pemerintah dalam rangka untuk menunjang transportasi. Secara 
keseluruhan terminal yang ada di Kota Surakarta berjumlah sembilan (9) terminal 
dengan kategori satu terminal induk, satu terminal travel, lima sub terminal dan 








Lokasi Terminal di Kota Surakarta 
 
No Terminal Kategori 
1 Tirtonadi Terminal Induk Type A 
2 Gilingan Terminal Travel 
3 Gading Sub Terminal 
4 Kadipiro Sub Terminal 
5 Sudiroprajan Sub Terminal 
6 Jurug  Sub Terminal 
7 Jongke Sub Terminal 
8 Jebres  Terminal Kargo 
9 Pedaringan  Terminal Kargo 
  Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
     Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
 
 Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik di Surakarta serta semakin 
berkembang pesatnya perusahaan otomatif tentunya untuk memenuhi kebutuhan 
penduduk akan transportasi. Mengingat akan pentingnya sistem trasportasi yang 
baik tersebut maka, pemerintah perlu melakukan penataan lalu lintas serta 
menyediakan fasilitas berupa terminal penumpang. Hal ini bertujuan untuk 
memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan 
angkutan umum. 
 Terminal penumpang merupakan tempat pergantian awal perjalanan dan 
akhir perjalanan pergantian moda dari moda satu ke moda yang lain. Di Surakarta 
sendiri memiliki satu terminal penumpang yang bertipe A yaitu Terminal 
Tirtonadi Surakarta dengan luas 35.500 m2. Terminal Tirtonadi berfungsi 
melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, angkutan  
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antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.  Jumlah bus 
yang masuk pada tahun 2009 mengalami kenaikan 2,76% (data diolah dari tabel 
1.3) dari tahun 2008. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pengusaha angkutan 
yang menambah jumlah armadanya. 
Tabel 1.3 
Jumlah Bus yang Masuk Terminal Tirtonadi Surakarta 
 
No Tahun Bus Cepat Bus Lambat Jumlah 
1 2005 567.762 595.880 1.163.642 
2 2006 498.629 553.170 1.051.799 
3 2007 505.989 532.064 1.038.053 
4 2008 519.236 524.744 1.044.980 
5 2009 533.302 540.513 1.073.815 
  Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
     Terminal Tirtonadi Surakarta, 2005-2009 
 
 Terminal Tirtonadi juga merupakan salah satu penyumbang Pendapatan 
Asli Daerah Kota Surakarta yang berasal dari retribusi terminal. Kotribusi 
retribusi terminal menempati posisi kedua setelah retribusi pasar terhadap retribusi 
daerah Kota Surakarta. Namun demikian jika melihat pada tabel 1.5 pada kurun 
waktu empat  tahun terakhir yaitu 2005-2008 pendapatan retribusi terminal tidak 
sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tabel 1.4 dapat 
dilihat kontribusi terminal selama tahun 2005-2009 terhadap retribusi daerah dan 
















2005 3.306.002.860 30.327.843.198 10,90 
2006 3.018.570.080 31.738.906.507 9,51 
2007 3.085.551.890 33.359.233.949 9,25 
2008 3.292.129.200 39.325.240.832 8,37 
2009 3.274.696.900 37.783.489,120 8,67 
  Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
     Terminal Tirtonadi Surakarta, data diolah 2010 
 
Tabel 1.5 
Pendapatan Retribusi Terminal Tirtonadi Surakarta 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 
1999 1.559.000.000 1.597.948.345 102,50 
2000 1.625.025.600 1.626.078.077 100,06 
2001 2.200.000.000 2.205.545.150 100,25 
2002 3.189.525.000 3.049.124.580 95,60 
2003 3.350.000.000 3.319.436.410 99,09 
2004 3.350.000.000 3.351.352.130 100,04 
2005 3.460.000.000 3.306.002.860 95,55 
2006 3.460.000.000 3.018.570.080 87,24 
2007 3.834.677.000 3.085.551.890 80,46 
2008 3.834.677.000 3.292.129.200 85,85 
  Sumber:  Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
      Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
 
 Perluasan Terminal Tirtonadi ke arah barat  merupakan persyaratan teknis 
luasan, akses dan penentuan lokasi untuk terminal tipe A di Pulai Jawa dan 
Sumatra yaitu seluas 5,00 ha. Direncanakan perluasan tersebut dengan luasan 1,80 
8 
 
ha, sehingga total luas wilayah menjadi 5,30 ha sehingga akan sesuai dengan 
persyaratan luasan terminal tipe A. Sedangkan, untuk pelaksanaan pembangunan 
akan dilakukan beberapa tahap dan diharapkan dapat terselesaikan pada tahun 
2011. Desain Terminal Tirtonadi dibangun 3 lantai yang akan dipakai bus-bus 
antarkota antar provinsi, agen bus malam dan travel untuk lantai 1, sementara 
untuk lantai 2 akan dipergunakan untuk pusat perbelanjaan dan lantai 3 untuk mal. 
 Perluasan Terminal Tirtonadi tentunya membutuhkan investasi besar serta 
resiko kegagalan tinggi. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting karena dapat 
menilai atau menganalisis apakah sebenarnya perluasan Terminal Tirtonadi 
memang layak untuk dijalankan. Selain itu, dengan adanya perluasan apakah 
dapat mendorong pendapatan retribusi yang selama ini belum memenuhi target. 
Dari paparan latar belakang masalah diatas melalui penelitian ini penulis akan 
mengkaji tentang evaluasi ekonomi proyek perluasan Terminal Tirtonadi . 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
 Bardasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, masalah yang akan 
dianalisis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah secara ekonomi proyek tersebut layak dan menguntungkan untuk 
dijalankan? 
2. Apakah proyek perluasan Terminal Ttirtonadi Surakarta dapat 
memberikan keuntungan sebelum umur ekonomis berakhir? 
3. Apakah dengan adanya perluasan tersebut dapat meningkatkan laju 
pertumbuhan pendapatan retribusi di Terminal Tirtonadi Surakarta? 
9 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
 Tujuan penelitian yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bahwa proyek perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta 
layak dan menguntungkan untuk dijalankan. 
2. Untuk mengetahui bahwa proyek perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta 
dpat memberikan keuntungan sebelum umur ekonomis proyek berakhir. 
3. Untuk mengetahui apakah dengan adanya proyek perluasan Terminal 
Tirtonadi Surakarta dapat meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan 
retribusi. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 
serta sumbangan pemikiran Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas  terkait 
(Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 
Terminal Tirtonadi Surakarta) dalam rangka pelaksanaan proyek 
perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta dalam menentukan kebijakan 
selanjutnya. 
2. Memberikan informasi mengenai cara-cara mengevaluasi suatu proyek 
sehingga dapat diaplikasikan pada proyek-proyek lain.  
3. Sebagai dokumnetasi ilmiah yang berguna bagi mereka yang memiliki 
kesamaan dengan tujuan penelitian ini. 






A. LANDASAN TEORI 
1. Terminal 
a. Definisi Terminal  
    Secara garis besar terminal transportasi merupakan (Bapeda 
Surakarta, 2007: 2.1) : 
1) Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi 
sebagai pelayanan umum. 
2) Tempat pengendalian, pengawasan, pengantaran dan 
pengoperasian lalu lintas. 
3) Prasarana angkutan yang merupakan sebagian dari sistem 
transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang. 
4) Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi 
kehidupan kota. 
b. Jenis – Jenis Terminal 
    Berdasarkan jenis angkutan maka terminal dibedakan menjadi 
dua jenis terminal (Bapeda Surakarta, 2007: 2.1) yaitu: 
1) Terminal Penumpang: adalah prasarana transportasi jalan untuk 
keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan 
intra dan atau antar moda transportasi serta pergantian 
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 
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2) Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk 
keperluan membongkar serta perpindahan intra dan atau antar 
moda transportasi. 
c. Klasifikasi Terminal Penumpang 
   Terminal angkutan penumpang berdasarkan fungsi pelayanan 
dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis (Bapeda Surakarta, 
2007: 2.2) yaitu: 
1) Terminal penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan 
umum untuk angkutan kota antar provinsi, dan atau angkutan 
lalu lintas batas Negara, antar kota dalam provinsi, angkutan kota 
dan pedesaan. 
2) Terminal penumoang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan 
umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota 
dan atau angkutan pedesaan. 
3) Terminal penumpang Tipe C, berfugsi melayani kendaraan 
umum untuk angkutan pedesaan. 
 
2. Proyek 
a. Definisi Proyek 
     Proyek adalah kegiatan yang dapat direncanakan dan 
dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan 




     Proyek merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dapat 
direncanakan, yang didalamnya menggunakan sumber-sumber 
misalnya: uang dan tenaga kerja, untuk mendapatkan manfaat atau 
hasil dimasa yang akan datang.  Aktivitas proyek ini mempunyai saat 
mulai dan saat berakhir (Mulyadi Pudjokusumo: 2002). Jadi dalam 
hal proyek ini merupakan: 
1) Rangkaian aktivitas 
2) Penggunaan input 
3) Sesuatu yang ada manfaat atau retursnya dimasa yang akan 
datang. 
4) Dan ada starting point dan ending pointnya. 
b. Ciri – Ciri dan Macam Proyek 
    Menurut Iman Soeharto (1995:01) proyek memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut: 
1) Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil akhir kerja. 
2) Jumlah biaya sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses 
pencapaian tujuan di atas telah ditentukan.  
3) Bersifat sementara dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya 
tugas. Titik awal dan akhir ditentukan. 
4) Non rutin tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan 




   Dilihat dari komponen kegiatan utama maka macam proyek dapat 
dikelompokkan menjadi:  
1) Proyek Engineer-Kontruksi 
Komponen utama jenis proyek ini terdiri dari pengkajian 
kelayakan, desain engineering, pengadaaan dan kontruksi. Proyek 
macam ini misalnya pembangunan gedung, jembatan, pelabuhan, 
jalan raya, fasilitas industri lainnya. 
2) Proyek Enginer – Manufaktur 
Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru 
kegiatan utamanya meliputi desain engineering, pengembangan 
produk, pengadaan. Manufaktur, perakitan, uji coba fungsi, dan 
operasi produk yang dihasilkan. 
3) Proyek Penelitian dan Pengembangan 
Proyek ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. 
4) Poyek Pelayanan Manajemen 
Banyak perusahaan memerlukan proyek macam ini diantaranya: 
merancang sim, merancang program efisiensi dan penghematan. 
5) Proyek Capital  
Proyek capital umumnya berupa pembebasan tanah, penyiapan 




      Sedangkan dengan melihat awal timbulnya suatu proyek dapat 
berasal dari beberapa sumber berikut ini. 
1) Rencana Pemerintah 
Misalnya proyek pembangunan prasarana misalnya jalan, 
jembatan, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, lapangan 
terbang. Tujuannya menitik beratkan pada kepentingan umum 
dan masyarakat. 
2) Permintaan Pasar 
Hal ini terjadi jika suatu ketika pasar memerlukan kenaikan 
suatu macam produk dalam jumlah besar. Permintaan ini 
dipenuhi dengan jalan membangun sarana produksi baru. 
3) Dari dalam suatu perusahaan yang bersangkutan 
Hal ini dimulai dengan adanya desakan keperluan dan setelah 
dikaji dari segala aspek menghasilkan keputusan untuk 
merealisasikan menjadi proyek. 
4) Dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 
Dari kegiatan tersebut dihasilkan produk baru yang 
diperkirakan akan banyak manfaat dan peminatnya, sehingga 
mendorong dibangun fasilitas produksi. 
     Berdasarkan macam-macam proyek jika dilihat dari kegiatan 
utamanya maka, proyek Perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta dapat 
dikatakan sebagai proyek Engineer dan Kontruksi sedangkan jika melihat 
dari timbulnya yaitu digolongkan sebagai Proyek Rencana Pemerintah. 
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c. Siklus Proyek 
    Siklus suatu proyek dimulai dengan adanya suatu gagasan 
pengusulan yang umum bersumber dari hal-hal berikut: 
1) Para pemimpin masyarakat setempat 
2) Para tenaga teknis 
3) Para perintis pembangunan  
4) Usulan program-program yang telah ada 
5) Motivasi gagasan pengusulan suatu poryek biasanya terdiri atas 
dua kelompok, yaitu untuk mendapatkan keuntungan investasi 
ataupun untuk memberikan manfaat bagi masyarakat banyak 
seperti tersedianya lapangan pekerjaan, perbaikan kesehatan dan 
peningkatan kecerdasan. Ada enam tahap atau siklus proyek, 














Sumber: Khusnul Khotimah 2002:14 
Gambar 2.1  
Siklus Suatu Proyek 
16 
 
a) Tahap Identifikasi (Brainstormings) 
Tahap pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi, yaitu 
menentukan calon –calon proyek yang perlu dipertimbangkan untuk 
dilaksanakan. Pertimbangan yang dilakukan mengacu pada beberapa 
pertanyaan yaitu:  
a. Apakah proyek tersebut merupakan sektor yang diprioritaskan? 
b. Apakah proyek secara garis besar akan menguntungkan? 
c. Adakan bantuan dari pemerintah bagi jenis proyek tersebut? 
b) Tahap Formulasi 
Formulasi yaitu penyusunan atau persiapan dengan melakukan 
prastudi kelayakan proyek dengan meneliti sejauh mana calon-
calon proyek tersebut dapat dilaksanakan menurut aspek-aspek 
teknis administratif atau managerial, organisasi, komersial, 
finansial dan ekonomi. Setelah memperhatikan aspek-aspek 
tersebut barulah disusun studi kelayakan proyek. 
c) Tahap Analisis 
Pada tahap analisis ini diadakan penelitian evaluasi (approsial) 
terhadap laporan studi kelyakan yang ada. Studi kelayakan proyek 
tersebut dianalisis untuk memilih yang terbaik diantara berbagai 
alternatif proyek yang ada berdasarkan ukuran tertentu. 
d) Tahap Implementasi 
Tahap selanjutnya implementasi arti pelaksanaan proyek. Dalam 
tahap ini tanggung jawab utama dari para perencana serta penilaian 
17 
 
proyek adalah mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pembangunan fisik proyek agar sesuai dengan final designnya. 
e) Tahap Operasi 
Tahap kelima yaitu tahap evaluasi proyek. Dalam tahap ini 
dipertimbangkan penggunaan metode-metode pembuatan laporan 
atas pelaksanaan operasinya. Laporan tersebut diperlukan untuk 
tahap selanjutnya. 
f) Tahap Evaluasi Hasil 
Tahap evaluasi hasil-hasil pelaksanaan laporan-laporan yang 
masuk pada tahap-tahap sebelumnya. Dalam tahap ini 
membandingkan antara yang direncanakan dengan hasil yang 
dicapai. Hasil penilaian ini selanjutnya digunakan untuk perbaikan 
bagi proyek-proyek berikut dan mengembangkan gagasan baru 
dalam memilih proyek-proyek baru. 
 
3. Evaluasi 
a. Pengertian Evaluasi 
    Ada beberapa devinisi tentang evaluasi seperti yang 
dikemukakan para beberapa ahli dalam tulisan yang mereka buat. 
Tayibnapis (200) telah mengumpulkan beberapa pendapat dari Tyler 
(1950), Cronbach (1963), Stufflebeam (1971) Alkin (1969), Provus 
(1971) yang mencetuskan Discrepancy Evaluation, dan Servin (1971). 
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Dari pendapat-pendapat mereka yang saling melengkapi itu, maka dapat 
dirangkum arti evaluasi akan didefenisikan sebagai: 
“Suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauhmana 
suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan 
pencapaian itu dengan  suatu standart tertentu untuk mengetahui 
apakah ada selisih diantara keduannya, serta bagaimana manfaat 
harapan-harapan yang ingin diperoleh.” 
 
Melalui bagan dibawah ini dapat dilihat model evaluasi: 
 
Keterangan: 
A : faktor yang akan dievaluasi 
AB : apa yang diharapkan dari faktor A 
BD : rentetan mengenai harapan-harapan atas faktor A, jika ada 
AC : fakta-fakta mengenai A 
DE : Proses analisis data AC sehingga menghasilkan E 
F : suatu tolak ukur untuk menilai gap 
G : adalah hasil evaluasi menggunakan tolak ukur F, bahwa 










Gambar 2.2  
Sebuah Model Evaluasi 
Sumber : Husein Umar (2002:38) 
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H : adalah hasil evaluasi menggunakan tolak ukur F, bahwa 
faktor A tidak bermasalah 
GI : tindak lanjut dari evaluasi 
Proses suatu evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya 
sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting 
adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. 
Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya 
umum digunakan, yaitu: 
1) Menentukan apa yang akan dievaluasi 
2) Merancang (desain) kegiatan evaluasi 
3) Pengumpulan data 
4) Pengolahan dan analisis data 
5) Pelaporan hasil evaluasi 
6) Tindak lanjut hasil evaluasi 
b. Pengertian Evaluasi Proyek 
         Evaluasi Proyek adalah penilaian suatu proyek berdasarkan 
efisiensi operasional secara teknis, ekonomis, maupun managerial. 
Inti dari evaluasi proyek menimbang manfaat dengan biaya dari 
proyek tersebut. Bila manfaat lebih besar dari pada biaya, maka 
efisien sebaliknya bila manfaat lebih kecil dari pada biaya maka tidak 
efisien. Evaluasi suatu proyek sendiri pada dasarnya merupakan suatu 
pemeriksaan secara sistematis terhadap masa lampau yang akan 
digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan dan mengendalikan 
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hari depan secara lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat 
melihat ke depan dari pada mencari-cari kesalahan dimasa lalu, dan 
diupayakan pada kesempatan demi keberhasilan proyek.  
c. Tujuan Evaluasi Proyek 
      Tujuan evaluasi sendiri adalah untuk menganalisa terhadap 
suatu proyek tertentu, baik proyek yang akan dilaksanakan untuk 
bahan perbaikan dan penilaian pelaksanaan proyek tersebut. Analisa 
semacam ini dianggap perlu dilakukan, karena didalam pelaksanaan 
suatu proyek akan menyangkut penggunaan sumber-sumber langka. 
Selain itu, untuk penyempurnaan proyek dimasa mendatang dan 
lingkupnya lebih luas daripada monitoring dan pelaporan .      
      Berdasarkan waktu palaksanaannya terdapat dua macam 
evaluasi yaitu: 
1) Evaluasi Summatif 
Yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah proyek berakhir.  
Evaluasi summatif  bermanfaat untuk digunakan merumuskan 
kebijaksanaan dan perencanaan proyek-proyek serupa lainnya 
dimasa mendatang. 
2) Evaluasi Formatif 
Evaluasi yang dilaksanakan pada saat proyek sedang berjalan. 
Evaluasi formatif  digunakan untuk keperluan penyesuaian dan 
perencanaan ulang atas proyek yang sedang berjalan. 
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      Jika melihat dari waktu pelaksanaan evaluasi Proyek Perluasan 
Terminal Tirtonadi Surakarta, maka peneliti menggunakan Evaluasi 
Formatif. 
d. Aspek Evaluasi Proyek 
      Ada beberapa aspek persiapan atau perencanaan yang harus 
diperhatikan pada setiap kegiatan proyek, diantaranya: 
1) Aspek Teknis 
Yaitu aspek yang berhubungan dengan input dan ouput dari pada 
barang-barang dan jasa-jasa yang akan digunakan serta 
dihasilkan didalam kegiatan suatu proyek. 
2) Aspek Managerial 
Yaitu aspek yang menyangkut kemampuan atas pelaksana untuk 
melaksanakan administratif dalam aktifitas besar dan bagaimana 
hubungan antara administrasi proyek dengan lembaga lainnya. 
3) Aspek Sosial 
Yaitu aspek yang menyangkut terhadap dampak sosial yang akan 
disebabkan adanya penggunaan input dan output yang akan 
dicapai suatu proyek. 
4) Aspek Finansial 
Yaitu merupakan aspek utama yang akan menyangkut tentang 
perbandingan antara pengeluaran uang dengan pemasukan uang 




5) Aspek Ekonomis 
Yaitu aspek yang akan menentukan tentang besar atau kecilnya 
sumbangan suatu proyek terhadap pembangunan ekonomi secara 
keseluruhan. 
Sedangkan menurut Alex Umar evaluasi proyek dapat dilihat 
dari beberapa aspek yaitu: 
a) Waktu 
Evaluasi proyek dapat dilaksanakan sebelum, pada waktu 
atau selesainya suatu proyek. 
b) Ruang Lingkup 
Evaluasi proyek melihat suatu kelayakan proyek dilihat dari 
kacamata individu-individu yang terkena dampak langsung 
dari proyek tersebut serta dari kacamata masyarakat luas 
yang mungkin mendapatkan dampak tidak langsung dari 
adanya proyek tersebut.  
c) Metode Evaluasi 
Evaluasi dalam evaluasi proyek menekankan pada aspek 
ekonomis, meskipun aspek finansial juga diperhatikan. 
Aspek ekonomis melihat manfaat dan biaya proyek terhadap 
perekonomian secara keseluruhan.  Dengan demikian suatu 
proyek yang tidak layak secara finansial dapat layak secara 
ekonomis jika multiplier effect nya besar sehingga dapat 
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mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat. 
e. Prosedur Evaluasi Proyek  
     Evaluasi proyek sebagai tahap terakhir dalam studi kelayakan, 
prosedur intinya dapat dikemukakan sebagai berikut (Soetrisno, 
1983:19) : 
1) Mengumpulkan usulan-usulan proyek alternatif yang data-
datanya telah dikumpulkan dan kemudian akan dievaluasi. 
2) Mencari ongkos-ongkos dan manfaat-manfaat apa saja yang 
dapat dimasukkan atau yang menyangkut usulan-usulan proyek 
yang bersangkutan. 
3) Menghitung ongkos-ongkos dan manfaat-manfaat yang telah 
diinventarisasi atau telah ditetapkan. 
4) Menghitung present value atau nilai sekarang ongkos-ongkos 
dan manfaat tersebut. 
5) Menilai hasil nomor 4 dengan menggunakan kriteria-kriteria 
tertentu. Dengan perkataan lain menentukan apakah suatu usulan 
proyek layak atau tidak layak. 
 
4. Analisis Finansial dan Ekonomis 
a. Analisa Finansial 
     Adalah analisa yang melihat suatu proyek dari sudut lembaga-
lembaga atau badan-badan yang mempunyai kepentingan langsung 
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dalam proyek atau menginvestasikan modalnya ke dalam proyek . 
Dalam analisis ini yang diperhatikan adalah hasil untuk modal saham 
(equity capital) yang ditanam dalam proyek. Oleh  karena itu, hasil 
analisa ini disebut the private returns. Hal mendasar pada analisa 
finansial ialah:  
1) Harga yang dipakai pedoman adalah harga pasar. Sedangkan 
yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang berlaku dan 
tidak memperhatikan penyimpangan - penyimpangan atau 
perubahan- perubahan cepat dalam perekonomian. 
2) Pembayaran pajak dianggap sebagai biaya didalam proyek, 
sehingga perlu diperhitungkan atau dipakai untuk mengurangi 
benefit. 
3) Didalam pembayaran bunga modal didalam analisis finansial 
ialah: Bunga yang dibayar pada orang-orang atau lembaga-
lembaga dari luar yang meminjamkan uangnya kepada proyek , 
maka bunga tersebut dianggap biaya. Sedangkan bila terdapat 
pembayaran kembali hutang dari luar proyek , maka akan 
dikurangkan dari hasil kotor sebelum diperoleh suatu arus 
benefit. Selain itu, untuk bunga atas modal tidak dianggap 
sebagai biaya. 





b. Analisa Ekonomis 
      Adalah suatu analisa yang melihat suatu kegiatan proyek dari 
sudut perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian yang 
diperhatikan dalam analisa ini adalah hasil total atau produktifitas 
suatu proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara 
keseluruhan. Hasil analisa ekonomis disebut dengan the social returs 
atau the economic returns. Hal mendasar pada analisa ekonomis 
ialah: 
1) Harga yang dipakai adalah shadow price. Sedangkan yang 
dimaksud dengan shadow price adalah harga yang 
menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang 
sesungguhnya bagi unsur-unsur biaya maupun hasil. 
2) Pembayaran pajak tidak dikurangkan dalam perhitungan benefit. 
3) Besarnya subsidi harus ditambahkan pada harga barang-barang 
input. 
4) Besarnya bunga modal biasanya tidak dipisahkan atas 
dikurangkan dari hasil kotor. 
 
5. Identifikasi Biaya dan Manfaat 
 Didalam kehidupan ekonomi pada umumnya, manusia senantiasa 
berusaha untuk dapat memperbaiki tingkat hidupnya atau tingkat 
kesejahteraannya dengan berbagai usaha, sesuai dngan bakat, keahlian 
serta kemampuan masing-masing. Dalam rangka manusia untuk dapat 
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meningkatkan taraf  hidupnya, telah dihadapkan pada kenyataan adanya 
sumber - sumber faktor produksi yang terbatas tersedia dalam masyarakat, 
seperti modal, sumber alam, tanah, keahlian dan sebagainya yang 
kesemuannya ini merupaka input dalam usaha manusia untuk mencapai 
tujuan tersebut. Manghadapi kenyataan ini , maka sebelum keputusan 
diambil terlebih dahulu harus direncanakan dengan matang kegiatan yang 
dilaksanakan, kemudian diadakan perhitungan-perhitungan pendahuluan 
yang didasarkan pada perbandingan (ratio) antara manfaat yang diperoleh 
dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama usaha tersebut 
berlangsung.  
 
6. Analisis Biaya dan Manfaat 
a. Biaya Proyek 
     Biaya proyek adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa 
yang akan datang untuk memperoleh penghasilan-penghasilan yang 
akan datang.  Biaya proyek meliputi hal-hal berikut (Khusnul 
Khotimah, 2002: 26-30) :  
1) Biaya angsuran hutang dan bunga 
Biaya proyek atau biaya investasi dapat dihitung pada waktu 
Investasi dikeluarkan: cara perhitungan  yang akan timbul pada 
proyek-proyek menguntungkan bagi masyarakat. Pinjaman untuk 
investasi dilunasi: cara perhitungan yang akan timbul jika suatu 
proyek dibiayai dengan pinjaman atau kredit tersebut diberikan 
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jika proyek tersebut dilaksanakan. Didalam hal ini social cost 
diperhitungkan tetapi bukan jumlah invesatsi. Jumlah angsuran 
mulai dilakukan dan bunga mulai dibayar. 
2) Depresiasi 
Penyusutan merupakan pengalokasian biaya investasi suatu 
proyek pada setiap tahun sepanjang umur ekonomis proyek 
tersebut dan untuk menjamin agar angka biaya operasi yang 
dimaksudkan dalam neraca laba rugi tahunan dapat 
mencerminkan adanya biaya modal yang digunakan. Biaya 
penyusutan dapat dihitung dengan 4 metode yaitu straight line, 
double declining balance, soyd, kombinasi  straight line dan 
double declining balance. 
3) Biaya kontruksi dan peralatan 
Dalam hal ini dihindari double accounting artinya biaya telah 
dibebankan pada saat dikeluarkan investasi , maka waktu 
pelunasan nanti tidak boleh dimasukkan sebagai biaya lagi. 
4) Biaya tanah/ lahan 
Biaya tanah yang dihitung adalah tanah yang memberikan hasil 
seperti tanah sawah, perkebunan, tambak dan lain sebagainya. 
5) Biaya modal kerja 
Modal kerja adalah modal yang digunakan dan terikat dalam 
suatu proyek. Dalam hal ini modal kerja tersebut sudah tidak 
dapat digunakan  untuk tujuan investasi lainnya. Di dalam 
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perhitungannya  modal ini dimasukkan sebagai biaya tahun 
pertama proyek berjalan. 
6) Biaya bunga masa kontruksi 
Pembayaran bunga yang harus dibayar selama masa kontruksi 
harus diperhatikan: 
a) Jika terdapat social oppourtinity cost dari pada investasi 
pada saat investasi dikeluarkan bunga tidak diperhitungkan 
dalam biaya ekonomi. 
b) Akan tetapi jika social oppourtinity cost dari pada investasi 
pada saat investasi dari arus pelunasan hutang beserta 
bunganya untuk waktu yang akan datang maka pembayaran 
bunga selama masa kontruksi perlu diperhitungkan dalam 
biaya ekonomi. 
7) Biaya operasi dan pemeliharaan 
Biaya ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan secara rutin 
dalam setiap tahunnya selama proyek mempunyai umur 
ekonomis. 
8) Biaya pembaharuan atau pengganti 
Biaya ini merupakan tambahan biaya-biaya yang diperlukan 
selama proyek tersebut berjalan.  Misalnya didalam jangka waktu 
tertentu proyek tersebut memerlukan pembaharuan atau 





9) Sunk cost 
Adalah biaya yang sudah dikeluarkan pada waktu yang lampau 
untuk sesuatu proyek, atau biaya yang sudah dikeluarkan 
sebelum diambil keputusan untuk melaksanakan proyek. Biaya 
ini tidak dihitung dalam analisis ekonomi proyek dan tidak 
mempengaruhi pilihan proyek yang dihitung sebagai pengeluaran 
proyek hanya biaya-biaya dalam waktu mendatang yang akan 
mendatangkan manfaat dalam waktu yang akan datang. 
10) Biaya feasibility studi 
11) Poeniminary design cost 
Biaya yang diperlukan untuk membuat final design perlu 
dimasukkan dalam biaya invesatsi. Akan tetapi, jika merupakan 
kredit , maka biaya yang diperhitungkan menerapkan angsuran 
kredit. Tidak diperhitungkan didalam biaya investasi proyek. 
12) Final cost 
Biaya yang diperlukan untuk membuat final design perlu 
dimasukkan dalam biaya investasi. Akan tetapi jika merupakan 







13) Biaya tak terduga 
Biaya yang harus ditambahkan di dalam perhitungan pada biaya 
kontruksi karena adanya perubahan atau kesalahan-kesalahan di 
dalam perhitungan suatu proyek. 
14) Biaya yang dapat dinyatakan dengan jelas 
Merupakan hal-hal yang riel, akan tetapi sulit diperhitungkan 
dalam bentuk uang, namun mencerminkan nilai-nilai yang 
sebenarnya. Bentuk dari pada biaya ini dapat dimisalkan: polusi, 
suara bising, pemandangan yang kurang menyenangkan dll. 
15) Salvage value 
Adalah nilai sisa dari modal investasi yang tidak terpaku selama 
umur ekonomis proyek. Sehingga dapat diperhitungkan sebagai 
tambahan benefit proyek. Dengan demikian perlu diperhatikan 
pada akhir umur investasi aka nada nilai “salvage”.  
Keperluan total biaya proyek menurut Iman Soeharto (1995: 126-128): 
1) Modal tetap 
Adalah bagian dari biaya proyek yang dipakai untuk membangun 
instalasi atau menghasilkan suatu produk proyek yang diinginkan 
mulai pengeluaran studi kelayakan, desain engineering, 
pengadaan, pabrikasi, konstruksi sampai instalansi atau produk 
tersebut berfungsi penuh. Selanjutnya modal tetap dibagi menjadi 




a) Biaya Langsung 
Adalah biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi 
komponen permanen hasil akhir proyek. Biaya langsung 
terdiri dari: penyiapan lahan, pengadaan peralatan utama, 
biaya merakit dan memasang peralatan utama, alat-alat listrik 
dan instrument, pipa, biaya pembebasan lahan, fasilitas 
pendukung, pembangunan gedung perkantoran, pusat 
pengendalian oparasi dan lain-lain.  
b) Biaya Tidak Langsung 
Adalah pengeluaran untuk manajemen, supervise dan 
pembayaran material serta jasa untuk pengadaan bagian 
proyek yang tidak akan menjadi instalasi atau produk 
permanen, tetapi diperlukan dalam rangka proses 
pembangunan proyek.  
Biaya Tidak Langsung meliputi: Gaji  tetap dan tunjangan 
bagi tim manajemen, gaji dan tunjangan bagi tenaga bidang 
engineering, inspector, penyedia konstruksi lapangan dan lain-
lain, kendaraan dan peralatan konstruksi, pembangunan 
fasilitas sementara, pengeluaran umum, kontigensi laba, 
overhad, pajak,ijin bangunan, asuransi dan lain-lain.  
2) Modal kerja 
Modal kerja diperlukan untuk menutupi kebutuhan pada tahap 
awal operasi meliputi antara lain: upah tenaga kerja pada awal 
32 
 
operasi, persedian peralatan / bahan yang diperlukan, pengeluaran 
lain-lain. 
3) Biaya pemilik, biaya kontraktor, dan biaya lingkup kerja pemilik 
 
b. Manfaat proyek 
     Manfaat dari suatu proyek dapat diklasifikasikan menjadi 
manfaat langsung dan manfaat tak lagsung dan manfaat tak kentara 
1) Manfaat Langsung 
Manfaat langsung dari suatu proyek adalah kenaikan nilai hasil 
produksi barang atau jasa atau penurunan biaya sebagai akibat 
langsung dari proyek. Kenaikan hasil produksi tersebut berupa 
meningkatkan jumlah hasil (kuantitas) dan atau meningkatnya 
mutu  produksi (kualitas). 
 









Sumber :  Iman Soeharto : 126-128 
 
Gambar 2.3    
Total Biaya Proyek 
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2) Manfaat Tidak Langsung 
Adalah manfaat yang ditimbulkan secara tidak langsung dari suatu 
proyek yang merupakan multiplier effects dari proyek. Misalnya 
pemerintah bermaksud mendirikan proyek pembangkit tenaga 
listrik. Pembangunan proyek pembangkit listrik tersebut akan 
mendorong timbulnya industri-industri lain yang dapat 
memanfaatkan tenaga listrik tersebut. 
3) Manfaat Tak Kentara 
Adalah manfaat yang sukar untuk diukur dengan uang. Misalnya 
dalam bentuk perbaikan lingkungan hidup, berkurangnya 
pengangguran, peningkatan ketahanan sosial dan sebagainya. 
Pada tabel 2.1 dapat dilihat perbandingan aruskas yang diperoleh dari 
sektor swasta dan sektor publik (pemerintah). 
  Tabel 2.1  
          Perbandingan Arus Kas Sektor Swasta dan Publik 
 
Arus Kas Sektor Swasta Sektor Publik 
1. Biaya Pertama 
a. Arus masuk 
 
b. Arus keluar 
 





Dari pemerintah (pajak, 
pinjaman, dana bantuan) dan 
atau badan sponsor  
Untuk membiayai 
pembangunan proyek 
2. Pendapatan Dari penjualan produk / 
jasa fasilitas yang 
dibangun proyek 
Bila ada dari penjualan 
produk / jasa fasilitas yang 
dibangun 
3. Biaya Untuk membiayai produk 
atau jasa yang dijual 
termasuk operasi atau 
produksi dan pemeliharaan  
Sama dengan sektor swasta 
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4. Benefit   Keuntungan atau kemudahan 
manfaat yang dapat diterima 
oleh masyarakat 
5. Disbenefit  Dampak yang tidak 
menyenangkan dialami 
karena hasil proyek 
Sumber: (Iman Soeharto, 1995: 472)  
     Proyek perluasan Terminal Tirtonadi merupakan produk untuk 
fasilitas publik yang disediakan oleh Pemerintah Surakarta. Sehingga 
dalam menentukan besarnya arus kas yang diperoleh mengacu pada 
Peraturan  Daerah Kota Surakarta No.2 Tahun 2002 Tentang 
Terminal Penumpang. 
 
7. Kriteria Investasi 
 Investasi ialah usaha menanamkan faktor-faktor produksi langka 
dalam proyek tertentu. Tujuan utama investasi adalah memperoleh 
berbagai  macam manfaat  yang cukup layak di kelak kemudian hari. 
Manfaat tadi dapat berupa imbalan keuangan misalnya laba, manfaat non-
keuangan atau kombinasi dari keduanya. Pemerintah melakukan investasi 
bermaksud untuk mendorong suatu kegiatan ekonomi. Selain itu 
diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, penghematan devisa ataupun 
penambahan devisa. 
 Untuk melalakukan perhitungan yang didasarkan pada 
perbandingan antara benefit (b) dengan cost (C), kita dapat menggunakan 




a. Undiscounrate Criteria  
1) Teori makro menurut Keynes bahwa, keputusan apakah sesuatu 
investasi dilaksanakan atau tidak, tergantung / ditentukan oleh dua 
hal yaitu, keuntungan yang diharapkan MEC (Marginal Efficiency 
of Capital) yang dinyakan dalam satuan % persatuan waktu serta 
ongkos penggunaan dana atau tingkat bunga. 
Bila MEC lebih besar dari i, proyek feasible 
Bila MEC lebih kecil dari i, proyek tidak feasible 
Bila MEC=i, proyek break even point. 
2) Rangking by inspection, memilih investasi didasarkan atas selisih 
antara gross benefit dengan operation dan maintenance cost ( O 
and M cost) 
3) Payback periode, penilaian investasi , didasarkan pada pelunasan 
biaya investasi (cost) oleh net benefit. Metode  ini mengukur 
seberapa cepat investasi bisa kembali. Oleh karena itu, satuan 
hasilnya bukan berupa prosentase melainkan berupa satuan waktu 
(tahun, bulan, hari)  
 
 
    I = Investasi yang diperlukan 
 
Tabel 2.2  
Rumus Payback Periode 
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4) Average Rate Of Return, Yaitu mengukur berapa tingkat 
keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi. Angka 
yang digunakan adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan 
total invesment. Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam 
persentase. Angka ini kemudian diperbandingkan dengan tingkat 
keuntungan yang diisyaratkan. Apabila lebih besar dari tingkat 
keuntungan yang diisyaratkan , maka proyek dikatakan 
menguntungkan, apabila lebih kecil maka proyek ditolak.  Metode 
ini sangat sederhana, sehingga memudahkan dalam 
penggunaannya. Akan tetapi, mengandung kelemahan dengan 
tidak memperhatikan nilai waktu uang serta dalam perhitungannya 
menggunakan konsep laba menurut akuntansi dan bukan kas. 
Undiscounted criterion ini, adalah ukuran tanpa memperhitungkan 
apa yang akan diperoleh dikemudian hari, nilainnya saat ini. Bagi 
economic live (umur ekonomi) yang panjang ( misalnya 5-10 
tahun ) , penggunaan undiscounted criterion ini, terlalu besar 
resikonya.  
b. Discounrate Criterion 
      Adalah untuk mengetahui apakah manfaat serta biaya-biaya 
selama umur ekonomis proyek nilainya saat ini diukur dengan nilai 
sekarang . Caranya yaitu dengan menggunakan discounting factor 
meliputi: Net Present Value (NPV), Net BC, Gross BC, Internal 
Raete of Return (IRR) dan Profitability Ratio (PR). 
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1) Net Present Value (NPV) 
Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi 
dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih 
(operasional maupun terminal cash flow) dimasa yang akan 
datang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut perlu 
ditentukan tingkat bunga yang dianggap relevan. Ada beberapa 
konsep untuk menghitung tingkat bunga yang dianggap relevan 
ini. Pada dasarnya tingkat bunga tersebut adalah pada saat 
tingkat bunga tersebut kita menganggap keputusan investasi 
masih terpisah dari keputusan pembelanjaan ataupun waktu kita 
mulai mengkaitkan keputusan investasi dengan keputusan 
pembelanjaan. Perlu diperhatikan penerimaan-penerimaan kas 
bersih dimasa yang akan datang lebih besar daripada nilai 
sekarang investasi, maka proyek ini dikatakan menguntungkan. 
Sedangkan apabila lebih kecil maka proyek kurang 
menguntungkan. Cara untuk menghitung net present value dapat 




2) Net Benefit Cost Ratio (Net BC) 
Net BC ialah dengan cara menghitung biaya tiap tahun 
dikurangkan dari benefit tiap tahun untuk mengetahui benefit 
netto yang positif dan negatif. Kemudian jumlah present value 
yang positif dibandingkan dengan jumlah present value yang 
negatif atau dengan kata lain NPV positif sebagai pembilang, 









NPV > 1 = Proyek layak 
NPV < 1 = Poyek tidak layak 
NPV = 1 = BEP 
Tabel 2.3  
Rumus Net Present Value 




3) Gross Benefit Cost Ratio ( Gross BC) 
Gross BC dihitung dengan cara jumlah present value arus benefit 
(bruto) dibagi dengan jumlah present value arus biaya (bruto). 
Semakin besar perbandingan antara manfaat dengan biaya , 
berarti proyek semakin menguntungkan. Apabila Gross BC 
menunjukkan nilai lebih besar dari satu maka proyek layak untuk 
dijalankan, sedangkan jika Gross BC kurang dari satu maka 
proyek kurang layak dijalankan. Sehingga,  rumus perhitungan 
Gross BC dapat dilihat  pada tabel 2.5 
 
Net BC > 1 = proyek layak 
Net BC < 1 = Proyek tidak layak 
Tabel 2.4  
Rumus Net BC 




4) Internal Rete Of Return (IRR) 
Cara lain untuk mengevaluasi suatu proyek feasibility, adalah 
dengan menghitung IRR perhitungan tingkat investasi atau 
tingkat penghasilan lebih. Tingkat investasi adalah suatu tingkat 
bunga (dalam hal ini sama artinya dengan discount rate) yang 
menunjukkan jumlah nilai sekarang netto (NPV) sama dengan 
seluruh ongkos investasi proyek. Dengan kata lain, tingkat 
investasi adalah suatu tingkat bunga dimana seluruh net cash 
flow sesudah di present value kan sama jumlahnya dengan 






Gross BC > 1 layak 
Gross BC < 1 tidak layak 
 
Tabel 2.5 
Rumus Goss BC 
Sumber: Clive Gray: 76, 1992 
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Di dalam analisa IRR, kita akan mencari pada tingkat bunga 
berapa akan dihasilkan NPV sama dengan atau mendekati initial 
investment, atau dengan perkataan lain NPV sama dengan nol. 
Oleh karena itu, untuk mengetahui berapa tingkat bunga yang 
ideal dengan melakukan percobaan-percobaan terus atau dengan 
menggunakan metode interpolasi/ penyisipan diantara bunga 
yang lebih rendah dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Cara 
perhitungan internal rate of returs dapat dilihat pada tabel 2.6 
 
5) Profitability Ratio (PR) 
Kriteria ini dipergunakan untuk mengukur rentabilitas suatu 
proyek diatas titik netral sebesar 1,0 dimana NPV sama dengan 
 
 
= tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif 
= tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif 
IRR = arus pengembalian i yang diinginkan 
DF = Discount Faktor 12% 
IRR > DF proyek diterima 
IRR < DF proyek ditolak 
 
Tabel 2.6  
Rumus Internal Rete of Return 
Sumber: Clive Gray: 72, 1992 
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nol. Tetapi profitability ratio sebagai indeks rentabilitas 
sehubungan dengan biaya modal saja, yakni dengan cara 
membandingkan present value arus sisa benefit dikurangi biaya 
rutin dengan modal. Sehingga, perhitungan dapat dirumuskan 
pada tabel 2.7 
 
8. Laju Pertumbuhan 
     Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan pendapatan dapat 
dihitung dengan laju pertumbuhan retribusi terminal setelah adanya 
perluasan dapat dihitung dengan rumus  pada tabel 2.8    ( Abdul 
Halim,2001:155 ) 
PV Net Benefit = Nilai Sekarang Aliran Kas Masuk 
PV Investasi   = Nilai Sekarang Aliran Kas Keluar 
PR > 1 Investasi diterima 
PR < 1 Investasi ditolak 
 
Tabel 2.7  
Rumus Profitability Ratio 




9. Analisis Sensivitas 
 Sensitivity analisis tujuannya ialah untuk melihat apa yang akan 
terjadi dengan hasil analisa proyek jika sesuatu kesalahan atau perubahan 
dalam dasar-dasar perhitungan biaya dan benefit. Selain itu tujuan utama 
dilakukannya analisa ini adalah: 
1. Untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang 
dilaksanakan. 
2. Untuk memperbaiki desain dari pada proyek, sehingga dapat 
meningkatkan NPV. 
3. Untuk mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa 
tindakan pencegahan yang harus diambil. 
 
Tabel 2.8  




estimasi pendapatan retribusi terminal setelah ada 
perluasan atau (pendapatan pada tahun tertentu) 
estimasi pendapatan retribusi terminal sebelum ada 
perluasan atau (pendapatan pada tahun sebelumnya). 
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 Dalam sensifity analisis setiap kemungkinan itu harus dicoba, yang 
berarti bahwa tiap kali harus diadakan analisa kembali. Ini perlu sekali, 
karena analisa proyek didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang 
mangandung banyak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi waktu 
yang akan datang. 
Ada tiga hal yang perlu diperhatikan: 
a. Terdapatnya cost overrun, umpamanya kenaikan dalam biaya 
konstruksi 
b. Perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga umum, 
umpamanya penurunan harga hasil produksi. 
c. Mundurnya waktu implementasi. 
 Alternatif yang digunakan untuk menyatakan analisis sensivitas ini 
adalah (Khusnul Khotimah, 2002: 102) : 
1) Menurunkan NPV menjadi nol 
Di dalam hal ini perhitungan akan dibuat sedemikian rupa, sehingga 
diperoleh besarnya perubahan prosentase dari setiap variabel agar 
NPV menjadi sama dengan nol. 
2) Secara Grafis 
Dalam analisa ini kadang-kadang dapat juga dinyatakan secara 
grafis yang digunakan untuk menunjukkan nilai IRR atau NPV, 





Analisis sensitivitas juga terdapat kelemahan – kelemahan yaitu: 
a) Analisa ini tidak dapat digunakan untuk  pemilihan proyek karena 
merupakan analisa partial dan hanya untuk merubah satu parameter 
pada suatu saat tertentu. 
b) Analisa ini hanya mengatakan apa yang akan terjadi bila suatu 
variabel berubah dan bukan untuk menentukan layak atu tidaknya 
suatu proyek. 
 
B. LANDASAN EMPIRIS 
1. Eko Wahyudi (2009) melakukan penelitian dengan menggunakan analisis 
diskriptif tentang Analisis Ekonomi Proyek Waduk Kedung Bendo di 
Kabupaten  Pacitan Jatim. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
profitabilitas yaitu dengan mengetahui NPV, Net BC Ratio dan IRR. 
Penelitian ini diketahui bahwa dalam jangka waktu 25 tahun NPV 
menunjukkan positif. Modal awal yang digunakan sebesar 
Rp.320.383.612.582 yang ditanamkan untuk konversi akan memberikan 
keuntungan sebesar Rp158.610.000 selama kurun waktu proyek berjalan. 
IRR yang diperoleh sebesar 15,19% > discount rate 12% sehingga layak 
untuk dijalankan. Selain itu, BC Ratio menunjukkan angka 1,26> 1, yang 
berarti bahwa proyek tersebut layak karena mempunyai nilai prioritas 




2. Adhi Setyawan pada tahun 2008 melakukan penelitian tentang Evaluasi 
Proyek Revitalisasi Pasar Delanggu Klaten. Penelitian ini menggunakan 
data primer dari wawancara dengan masyarakat sekitar proyek, yamg 
memanfaatkan keramaian untuk menjalankan usaha. Data sekunder yang 
digunakan berasal dari kantor pengelola pasar Kabupaten Kalten, BPS 
Klaten dan PT Karya Bayu Persada (investor). Harga pedoman yang 
digunakan ialah shadow price. Teknik analisis yang digunakan adalah 
NPV, IRR, BCR, dan PV/K. NPV proyek ini -97.607.483,26 < 0, IRR 
11%<12% BCR 0,99<1 PV/K 0,99<1. Sehingga dalam penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi proyek ini tidak layak 
dijalankan dan investasi awal tidak dapat terbayar kembali sebelum umur 
ekonomi berakhir. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh  Diah Rasiana Kartikasari pada tahun 2007  
tentang Evaluasi Proyek Revitalisasi Pasar Nusukan dengan 
menggunakan kriteria investasi yang menunjukkan bahwa NPV > 0 yaitu 
sebesar 625.103,68 > 0. Sedangkan IRR 12,002 > 12 atau IRR > discount 
rate, sehingga dapat dikatakan bahwa Proyek Revitalisasi Pasar Nusukan 
secara ekonomi layak dan menguntungkan. Payback periode yaitu 24 
tahun 11 bulan, serta investasi dapat terbayar kembali sebelum umur 
ekonomis berakhir. 
4. Penelitian tentang Analisis Finansial Perluasan RS. Panti Waluyo  yang 
dilakukan oleh Haola Amini dengan menggunakan data sekunder berupa 
laporan keuangan tahun 2001-2005. Penelitian ini menggunakan dasar 
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harga pasar (market price) dengan umur ekonomi selama 25 tahun. 
Proyek Perluasan RS. Panti Waluyo membutuhkan biaya sebesar Rp. 
34.645.506.920,00. Dengan penilaian IRR > discount rate yaitu 12% > 
11% dan BC ratio 6,70>1. Sedangkan NPVnya Rp. 2.150.099> 0 dengan 
payback periode selama 22 tahun maka proyek ini layak dan 
menguntungkan untuk dijalankan. Investasi awal yang ditanam dapat 
terbayar kembali sebelum umur ekonomis berakhir. Akan tetapi proyek 
ini mengalami keterlambatan penyelesaian dari waktu yang telah 

















C. KERANGKA PEMIKIRAN 
 Untuk mempermudah dan membantu pelaksanaan dan penganalisaan maka 
dibuat kerangka pemikiran: 
 
Proyek Perluasan Terminal Tirtonadi 




Manfaat Tak Kentara 
 
NPV        IRR  
Net BC        PV K 
Gross BC      Payback periode 
Analisis ekonomis 














D. HIPOTESIS PENELITIAN 
1. Diduga secara ekonomis proyek perluasan Terminal Ttirtonadi Surakarta 
layak dan menguntungkan untuk dijalankan. 
2. Diduga proyek perluasan Terminal Ttirtonadi Surakarta dapat memberikan 
keuntungan sebelum umur ekonomis berakhir. 
3. Diduga dengan adanya perluasan tersebut dapat meningkatkan laju 
























A. LOKASI PENELITIAN 
     Penelitian yang dilakukan yaitu di Terminal Tirtonadi Surakarta Jl 
Jendral  Ahmad Yani No. 262 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari, 
Kota Surakarta. 
B. RUANG LINGKUP 
     Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada evaluasi perluasan 
Terminal Tirtonadi Surakarta. Sedangkan, aspek yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah kriteria investasi, pertumbuhan pendapatan, analisis ekonomi dan 
identifikasi sosial benefit.  
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu: 
1. Interview / Wawancara 
Merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab / 
komunikasi langsung pada pihak yang bersangkutan, dalam penelitian ini 
adalah dengan karyawan Terminal Tirtonadi Surakarta. 
2. Studi Pustaka dan Dokumentasi 
Merupakan metode penelitian dengan mengadakan pencatatan atas 
dokumen yang diperlukan, membaca buku-buku, dan literatur yang ada 




D. JENIS DAN SUMBER DATA 
1. Data Primer 
 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini realisasi biaya 
pembangunan terminal tahap I , biaya- biaya yang diperlukan, dan opini 
pencari nafkah di terminal tentang perluasan terminal yang diperoleh 
dengan cara wawancara. 
2. Data Sekunder 
 Data yang diperoleh dari membaca buku-buku dan literatur yang 
digunakan sebagai dasar untuk membuat landasan teori berupa definisi. 
Selain itu data pendukung lainnya diperoleh dari Bapeda Kota Surakarta, 
Kantor Terminal Tirtonadi, Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 
Badan Pusat Statistik Surakarta, DPPKA Surakarta, data-data hasil 
penelitian dan pengkajian yang relevan. 
 
E. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 
 Definisi operasional yang digunakan dan mendukung dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Manfaat (Benefit) 
Adalah segala bentuk keuntungan atau manfaat yang diperoleh  / diterima 
masyarakat. Yang terdiri dari manfaat langsung, tidak langsung, dan tak 





2. Modal (Capital) 
Merupakan modal awal yang digunakan untuk melakukan investasi baik 
modal tetap maupun modal  kerja yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 
3. Biaya (Cost) 
Biaya adalah pengeluaran yang harus diadakan untuk pelaksanaan proyek, 
yaitu biaya langsung dan tidak langsung yang diukur dalam satuan rupiah. 
4. Tingkat Bunga (Discount Rate) 
Tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga yang berlaku pada 
saat investasi awal dilakukan, dinyatakan dalam satuan persen. 
5. Pendapatan 
Pendapatan adalah semua arus kas masuk yang berasal sari pelayanan 
atau penjualan produk dari fasilitas publik hasil proyek.  
 
F. METODE ANALISIS DATA 
 Teknik analisis yang digunakan peneliti ialah dengan menggunakan 
Undiscounted criterion dan discount criterion proyek, serta menghitung 
potensi pendapatan retribusi. Teknik analisis data dengan menggunakan 
kriteria investasi yaitu: 
1. Menghitung Net Present Value (NPV) 
 Adalah selisih antara benefit dengan cost yang telah dipresent 
valuekan. Kriteria ini mengatakan bahwa proyek akan layak dijalankan 





2. Menghitung Net Benefit Cost Ratio (Net BC) 
 Adalah perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah 
NPV negatif. Net B/C ini menunjukkan gambaran berapa kali lipat benefit 











NPV > 1 = Proyek layak 
NPV < 1 = Poyek tidak layak 
NPV = 1 = BEP 
 
Net BC > 1 = proyek layak 
Net BC < 1 = Proyek tidak layak 
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3. Menghitung Gross Benefit Cost Ratio (Gross BC) 
 Adalah perbandingan antara jumlah net present value  benefit (PV 
Benefit) dengan present value cost (PV cost). 
 
4. Menghitung Internal Return of Rate (IRR) 
 Ialah suatu kriteria investasi untuk mengetahui presentase 
keuntungan dari suatu proyek tiap-tiap tahun dan IRR juga merupakan 






BC > 1 layak 





5. Menghitung Profitability Ratio 
 Adalah perbandingan antara present value dari net benefit (PV 
benefit diluar investasi) dengan present value dari investasi (PV 






= tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif 
= tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif 
IRR = arus pengembalian i yang diinginkan 
DF = discount faktor 12% 
IRR > DF proyek diterima 
IRR < DF proyek ditolak 
 
PV Net Benefit = Nilai Sekarang Aliran Kas Masuk 
PV Investasi   = Nilai Sekarang Aliran Kas Keluar 
PR > 1 Investasi diterima 




6. Payback Periode 
 Merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui berapa lama 
modal awal proyek tersebut dapat kembali. 
 











estimasi pendapatan retribusi terminal setelah ada 
perluasan atau (pendapatan pada tahun tertentu) 
estimasi pendapatan retribusi terminal sebelum ada 
perluasan atau (pendapatan pada tahun sebelumnya). 
 







A. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 
1. Sejarah Terminal Tirtonadi Surakarta 
 Pada awal tahun 1975, Terminal Bus Tirtonadi Surakarta yang 
pada saat itu bernama Stasiun Bus Harjodaksino yang berada dikampung 
Gemblegan, dipandang tidak mampu lagi menampung jumlah bus yang 
kian bertambah banyak. 
 Mengingat kondisi yang sudah tidak memadai sehingga timbul 
kemacetan, serta dari pertimbangan lain, maka Walikotamadya Kepala 
Daeah Tinggkat II Surakarta, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 
138/Kep/BI/1975 tanggal 26 Juni 1975, yang menetapkan antara lain 
perlunya relokasi terminal bus dan PT Sarana Dwipa Semarang ditunjuk 
untuk merencanakan, mengerjakan, sekaligus membiayai proyek 
Terminal Bus baru yang berlokasi di sebelah Timur Taman Tirtonadi, 
Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari yang selanjutnya bernama 
Terminal Tirtonadi. 
 Pembangunan tersebut selesai pada bulan Juli 1976, yang 
peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Tingkat I Jawa Tengah dan mulai 
dioperasikan pada tanggal 18 Juli 1976, yang pengelolaannya masih 
ditangani oleh pihak kontraktor pembangunan yakni PT Sarana Dwipa 
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yang sesuai perjanjian memiliki hak mengelola selama 80 bulan ( 8 bulan 
untuk masa pembangunan dan 72 bulan untuk hak pengelolaan. 
 Setahun kemudian Mentri Perhubungan dan Mentri dalam negeri 
menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor tanggal 
10 Agustus 1977, tentang Terminal dan Retribusi Angkutan Penumpang, 
yang pada intinya ditetapkan bahwa pengelolan Terminal Bus dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (c.q Dinas Pendapatan Daerah). 
 Dengan demikian, maka pengelolan Terminal Bus Tirtonadi 
Surakarta selanjutnya ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Tingkat II 
c.q Dinas Pendapatan Daerah, dengan penyelesaian dengan pihak PT 
Sarana Dwipa. 
 Perkembangan selanjutnya, setelah terbitnya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di daerah kemudian 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah Kota Surakarta dan ditindak 
lanjuti dengan SK. Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Susunan dan Kewenangan Dinas lalu Lintas Angkutan Jalan  Kota 
Surakarta, dimana yang sebelumnya UPTD Terminal yang masuk dalam 
Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya masuk ke jajaran Dinas lalu Lintas 
Angkutan Jalan  Kota Surakarta, maka otomatis pengelolaan terminal 
ditangani oleh UPTD Terminal Bus Tirtonadi Dinas Lalu Lintas 
Angkutan Jalan  Kota Surakarta yang berjalan hingga saat ini.  
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 Namun, karena sesuai dengan perkembangan jumlah bus, maka di 
tahun 1988 sudah mendesak untuk diadakan perluasan, maka pada saat itu 
dilakukan pengembangan pertama. Pada tahun 1991 diadakan lagi 
perluasan lagi ke arah barat, yang sehingga saat ini diperuntukkan bagi 
bus-bus yang berangkat kearah barat (Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan 
Sumatra). Perluasan –perluasan tersebut diatas juga selalu diikuti dengan 
penambahan fasilitas-fasilitas penunjang terminal, baik kamar mandi, 
parkir kendaraan antar jemput dan sebagainya. 
 
2. Kondisi Terminal Tirtonadi Surakarta 
 Terminal Tirtonadi Surakarta berlokasi di Jl Jendral  Ahmad Yani 
No. 262 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Kode 
Pos 57134. Seiring dengan perkembangan angkutan serta kebutuhan akan 
terminal penumpang yang memadai, maka Terminal Tirtonadi Surakarta 
beberapa kali mengalami pembangunan dan perluasan sebagai berikut: 
a. Pembangunan pertama: tahun 1975 Mulai dioperasikan lagi 
tanggal 18 juli 1976 
b. Perluasan pertama tahun 1988 
c. Perluasan kedua 1991 luas sejak tahun 1991 hingga sekarang 
menjadi 3.5 Ha 
 Pada tabel-tabel dibawah ini dapat diketahui kodisi Terminal 





Data Pelataran / Landasan untuk Bus 
 
Peruntukan Kapasitas Luas 
Kedatangan bus / penurunan penumpang 14 bus  
Pemberangkatan Timur 38 bus  
Pemberangkatan Barat 28 bus  
Istirahat Timur 70 bus  
Sumber : Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
     Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
 
Tabel 4.2 
Fasilitas untuk Pengunjung / Penumpang 
 
Pelataran parkir kendaraan pengunjung  
Emplasemen   
Ruang tunggu (2 lokasi)  
Kamar kecil (8 unit)  
Puskesmas Pembantu  
Masjid  
Tempat penitiapan sepeda motor (2 lokasi)  
Papan Jurusan / papan tariff  buah 
Papan Informasi (dari BIK)  
Telepon umum koin  
Telepon umum kartu  
Wartel  
Kios / los 144 
  
Sumber :  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 









Fasilitas Bangunan / Kantor Pendukung 
Kantor Ketaausahaan  
Ruang pertemuan / rapat  
Ruang urusan pungutan, pelyanan, Gudang Arsip  
Pos Penarikan Retribusi, Ruang Urusan PPL  
Pos POLRI  
Ruang Urusan Keamanan dan Ketertiban  
Ruang Urusan Pemeliharaan dan Kebersihan  
Menara pengawas  
Garasi truk sampah dan kendaraan angkutan  
Sumber :  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
       Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
 
Tabel 4.4 
Jumlah Karyawan Pengelola Terminal 
 
Status Kepegawaian Jumlah 
Pegawai Negeri Sipil 119 orang 
Tenaga Harian Lepas 85 orang 
Total Jumlah Karyawan 204 orang 
Sumber :  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
       Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
 
Tabel 4.5 
Karyawan / petugas diluar pengelola 
 
Status Kepegawaian Jumlah 
Petugas Polresta Surakarta 10  orang 
Petugas Puskesmas Pembantu 6   orang 
Jumlah 16  orang 
Sumber :  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 




          Himpunan dan Jumlah Anggota Pencari Nafkah di Terminal Tirtonadi 
  
Nama Kelompok / Organisasi Jumlah 
Himpunan pemilik kios dan los (HPKL) 125 orang 
Himpunan Agen Bus Malam (HABMA) 214  orang 
Himpunan Pengurus Bus Antar Kota  (HIPBAK) 260  orang 
Himpunan Pengemudi Becak Terminal 250 orang 
Himpunan Carteran Terminal 50  orang 
 Kelompok Pembersih Bus Terminal 28  orang 
Kelompok Angkutan Barang Terminal 86  orang 
Asongan 250  orang 
Jumlah   1263 orang 
Sumber :  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
       Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
3. Struktur Organisasi Terminal Tirtonadi Surakarta 
 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Tirtonadi Surakarta berada 
dibawah atau bertanggung jawab pada Dinas Perhubungan Kota Surakrta 
yang dikepalai oleh Drs. Yosca Herman S. Sedangkan, kepala UPTD 
Terminal Tirtonadi Surakarta ialah Sardjono, SH,MM, dengan dibantu 
Kepala Sub bagian Tata Usaha yaitu Purwani.  
 Pembantu bendahara barang, bendahara pengeluaran, perndapatan 
bertanggung jawab kepada sub bagian tata usaha. Selain itu juga, kepala 
urusan pungutan, kepala urusan pengaturan dan pengawasan lalu lintas 
yang mengkomendani 4 regu, kepala keamanan dan ketertiban serta 
kepala urusan kesehatan dan perawatan bangunan. Secara garis besar 




4. Jasa Pelayanan Penumpang 
 Jasa pelayanan terminal penumpang dikoodinir oleh Kepala Urusan 
Pungutan, yang terdiri dari :  
a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan 
































Struktur Organisasi Terminal Tirtonadi 
Sumber :   Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
      Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
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b. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan angkutan selama 
menunggu pemberangkatan;  
c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan 
angkutan umum penumpang;  
d. Jasa penggunaan kios; 
e. Tempat penjualan tiket; 
f. Ruang tunggu penumpang; 
g. Tanda pengenal pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, 
pengasong, penyemir sepatu, dan pembersih bus;  
h. Jasa pemasangan reklame; 
i. Jasa Kebersihan; 
 
5. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No2 Tahun 2002 
pasal 19 Tentang Pemungutan Retribusi sebagai berikut: 
a. Pemungutan retribusi Bus Cepat, Bus Lambat, Bus Kota, Bus 
Perkotaan dilakukan di tempat pemungutan retribusi pada saat bus 
masuk terminal untuk sekali masuk.  
b. Pemungutan retribusi kios, los, penerangan, air minum, loket bus 
malam dibayarkan setiap bulan tidak lebih dari tanggal 10 bulan 
berikutnya, pembayaran lewat dari tanggal 10 bulan berikutnya 
dikenakan bunga administrasi sebesar 2 % setiap bulan dari besarnya 
retribusi terhutang.  
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c. Pemungutan retribusi parkir taksi/mobil penumpang, sepeda motor, 
becak, dan retribusi penitipan sepeda motor, sepeda dilakukan saat 
kendaraan memasuki pos pemungutan retribusi.  
d. Pemungutan retribusi ruang tunggu dilakukan saat pengunjung 
terminal/penumpang melewati pos pemungutan retribusi.  
e. Pemungutan retribusi pengasong dan penyemir sepatu dilakukan tiap 
hari.  
f. Pelaksanaan pemungutan retribusi di koordinir oleh Kepala Urusan 
Pungutan.  
 
B. GAMBARAN UMUM PROYEK 
1. Latar Belakang Proyek 
 Mendasarkan pada standar minimum terminal dan kebijakan 
perluasan dan pengembangan, maka terminal Tirtonadi belum memiliki 
luasan standar yang ditetapkan tersebut. Selain itu Surakarta berpotensi 
sebagai pusat pengembangan dan simpul transportasi Pulau Jawa dari arah 
barat ke arah timur dan dari arah utara ke arah selatan. Dampak yang 
timbul yaitu meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai mana 
power dengan barang sebagai bahan produksi maupun sebagai produksi. 
Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh 
sarana dan prasarana transportasinya. 
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 Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995 serta untuk 
mengantisipasi meningkatnya intensitas pergerakan arus lalu lintas dimasa 
yang akan datang sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan 
perdagangan di Kota Surakarta dan di daerah yang dipengaruhinya 
termasuk Subosukowonosraten maka Kota Surakarta harus merencanakan 
pembangunan terminal Tipe A. 
 Mengingat terminal juga melayani mobilitas orang dan barang 
merupakan salah satu urat nadi dalam proses ekonomi, maka perlu 
terminal yang sistematik dikaitkan dengan pertumbuhan / perubahan tata 
guna lahan dan pola pergerakan arus orang dan barang, sehingga dapat 
tercapai pelayanan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan perluasan dan 
pengembangan Terminal Tirtonadi yang efisien, efektif sehingga 
terlaksana keterpaduan intra dan antar moda secara tertib, lancar efisien 
dan efektif. 
 
2. Visi dan Misi Proyek 
a. Visi 
     Mewujudkan perluasan dan pengembangan Terminal Tirtonadi 
sebagai terminal terpadu yang efektif dan efisien dengan 
melaksanakan perluasan dan pengembangan Terminal Tirtonadi yang 
memenuhi persyaratan dan keandalannya yang meliputi kenyamanan, 





     Meningkatkan kapasitas perluasan dan pengembangan Terminal 
Tirtonadi sebagai terminal terpadu secara sinergi antara sektor-sektor 
pembangunan dalam upaya pembangunan prasarana transportasi, 
melalui penyediaan prasarana terminal representatif, akomodatif dan 
efektif 
 
3. Nama Proyek 
 Proyek Perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta. 
 
4. Lokasi 
 Perluasan Terminal Tirtonadi diarahkan ke barat dengan luasan 
kurang lebih 1,80 ha, sehingga total luas wilayah menjadi 5,30 ha yang 
terletak dijalan Jendral  Ahmad Yani No. 262 Kelurahan Gilingan 
Kecamatan Banjarsari. 
 
5. Rencana Pembangunan Ruang  
 Setelah adanya perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta 









Rencana Pembangunan Ruang 
 
 Ruang Luas m2 
A. Ruangan Luar 4.045 
1 Emplasemen Kedatangan 7.380 
2 Emplasemen Keberangkatan 23.340 
3 Area Parkir Kendaraan Umum 11.670 
4 Parkir Cadangan 2.100 
5 Area Servis 451 
6 Area Parkir Pribadi 6.744 
7 Area Penitipan Kendaraan 2.365 
8 Area Parkir Pengelola 451 
 Total Ruang Luar 58.095 
B Ruang Luar  
1 Ruang Penumpang 6.666 
2 Ruang Pengunjung 5.102 
3 Ruang Pengelola 746 
4 Ruang Kru Bus 97,5 
5 Ruang Servis 858 
 Total  13.469 
       Sumber DED Perluasan Terminal Tirtonadi, 2008 
 
6. Rencana Pemanfaatan Lahan 
Perluasan dan pengembangan Terminal Tirtonadi dalam pemanfaatan 
lahannya akan terbagi menjadi beberapa zona / kawasan antara lain 
a. Zona Kedatangan 
Zona kedatangan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi 
kedatangan angkutan umum dan menurunkan penumpang. 
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b. Zona Parkir 
Zona yang diperuntukkan untuk parkir kendaraan bermotor yang 
terbagi menjadi: 
1) Kawasan parkir kendaraan pengunjung dan pengantar 
2) Zona parkir bus 
3) Zona parkir ojek atau becak 
4) Zona parkir taksi 
c. Zona Keberangkatan 
Kawasan yang diperuntukkan pengunjung untuk memulai perjalanan. 
d. Zona Bus Malam dan Paspa 
Kawasan yang diperuntukkan bagi bus malam dan paspa saat 
menunggu dan menurunkan penumpang. 
e. Zona Kawasan Bisnis 
Kawasan yang diperuntukkan bisnis penunjang terminal. 
f. Zona Pengelola 
Kawasan yang diperuntukkan untuk kantor pengelola terminal. 
g. Zona Angkutan Desa dan Angkota 








C. ANALISIS DATA 
 Perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta diharapkan mampu meningkatkan 
pendapatan retribusi terminal, sehingga dapat memenuhi target yang telah 
ditetapkan Pemerintah Dearah Kota Surakarta. Selain itu, pendapatan dari 
sektor retribusi terminal diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 
cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.  
1. Pendekatan Ekonomis 
 Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai asumsi-asumsi 
yang akan dipakai penulis dalam perhitungan estimasi biaya investasi, 
estimasi pendapatan, dan estimasi biaya. Asumsi tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Dalam analisis ini hanya perkiraan biaya dan pendapatan yang 
dapat dirupiahkan saja yang dihitung oleh penulis. 
b. Discount rate yang ditetapkan sebesar 12% yaitu sebesar tingkat 
suku bunga pada investasi pemerintah. Nilai ini dihitung 
berdasarkan nilai suku bunga pinjaman daerah pada bank dunia 8% 
ditambah dengan suku bunga yang diambil Bank Indonesia sebagai 
komisinya 50% yaitu sebesar 4%, sehingga tingkat bunga yang 
dipakai yaitu12%. 
c. Harga pedoman yang dipakai yaitu shadow price  
d. Nilai residu proyek Rp  8.351.349.412, 00 (sebesar 20% dari total 
investasi Rp 41.756.747.060,00 Umur ekonomis proyek 
diperkirakan 25 tahun (UU no 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
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dan Gedung), Badan Akuntansi Keuangan Negara Departement 
Keuangan RI (Kadariah 87: 2002, Pudjosumarto 18-19: 2002) 
 Untuk menghindari kesdalahan-kesalahan perhitungan dalam 
analisis data dan memungkinkan pekerjaan analisis dapat dilaksanakan, 
maka akan disajikan mengenai estimasi biaya investasi, estimasi 
pendapatan dan estimasi biaya. 
a. Estimasi Biaya Investasi 
Biaya investasi yang diperlukan dalam proyek Perluasan Terminal 
Tirtonadi ini terdiri dari: 
1) Nilai Bangunan Terminal 
Nilai bangunan dan gedung Terminal Tirtonadi Surakarta sebesar 
Rp 1.333.522.977,00 
2) Biaya Pembebasan Lahan 
Jumlah pemilik banguan tidak berijin sebanyak 95, dengan 
perinciaan: 
a) Kelontong / pedagang makanan : 38 
b) Penjual kijing    : 19 
c) Hunian     : 38 
Bangunan tersebut terbagi menjadi 3 tipe yaitu: 
a) Bangunan permanen   : 31 
b) Bangunan semi permanen  : 51 
c) Bangunan sementara   :19 
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Total biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti senilai 
Rp.108.600.000,00 (lampiran). Sedangkan, dana yang 
diperoleh berasal dari APBD Pemerintah Kota Surakarta. 
3) Balanja tahap I 
Biaya yang dikeluarkan berupa belanja bahan baku bangunan 
senilai Rp.57.800.000,00 yang juga didanai oleh Pemerintah 
Kota Surakarta. 
4) Belanja tahap II 
Biaya ini dikeluarkan utuk membiayai perlengkapan yang 
dibutuhkan, dapat dilihat pada tabel 4.8: 
Tabel  4.8 
Belanja Tahap II 
Belanja bahan baku bangunan II  Rp                52.250.000,00  
Belanja modal pengadaan instalansi listrik  Rp                  2.000.000,00  
Belanja listrik  Rp                        34.200,00  
Belanja air  Rp                      106.700,00  
Belanja telepon  Rp                  1.024.163,00  
Pengisian tabung gas  Rp                      486.000,00  
Perangko, meterai, dan benda pos lain  Rp                      123.000,00  
Penggantian suku cadang  Rp                      400.000,00  
Penggandaan  Rp                      400.000,00  
Jumlah  Rp                56.824.063,00  
Sumber :  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 






5) Biaya Perluasan Tahap I 
Biaya pembangunan tahap I berupa pengerjaan perataan lahan, 
pemasangan pondasi, pemasangan sanitasi dll. Sedangkan total 
biaya perluasan tahap I senilai Rp 10.000.000.000,00 yang 
berasal dari Anggaran Pendapatan Balanja Negara Tahun 
Anggaran 2008. 
6) Biaya Perluasan  Tahap II 
Biaya perluasan tahap II, direncanakan senilai 
Rp14.693.435.000,00 dengan menggunakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2010, 
tetapi Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan sebesar Rp 
15.200.000.000,00.  Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi 
kenaikan ataupun perubahan-perubahan harga-harga yang 
terjadi. Berikut ini merupakan perincian estimasi biaya 
perluasan tahap II yang dilaksanakan tahun 2010.  
7) Biaya Perluasan Tahap III 
Biaya untuk pembangunan lanjutan tahap tiga direncanakan 








              Tabel 4.9 
           Estimasi Biaya Investasi Tahap II 
 
DED Tahap II Biaya 
Pekerjaan pengarsipan  Rp            32.288.680,00  
Pekerjaan pasangan  Rp      1.067.338.317,02  
Pekerjaan beton  Rp      9.857.825.533,94  
Pekerjaan  lantai  Rp          968.777.278,95  
Pekerjaan plafont  Rp          267.246.921,60  
Pekerjaan kusen, kaca, jendela dan 
penggantungan  Rp          701.428.416,48  
Pekerjaan cat  Rp            82.702.455,45  
Pekerjaan sanitasi  Rp            89.560.965,20  
Pekerjaan lain - lain  Rp          290.500.000,00  
jumlah   Rp    13.357.668.568,64  
jumlah pajak 10%  Rp      1.335.766.856,86  
Jumlah Total  Rp    14.693.435.425,51  
pembulatan  Rp    14.693.435.000,00  
Penganggaran  Rp    15.200.000.000,00 
 Sumber :  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 











Rekapitulasi biaya investasi perluasan terminal dapat dilihat pada tabel 4.10: 
Tabel 4.10 
Rekapitulasi Estimasi Biaya Investasi 
 
Rincian Investasi Jumlah 
A. Investasi Tahap I  
1. Nilai Bangunan dan Gedung  Rp     1.333.522.997,00  
2. Biaya Pembebasan Lahan  Rp        108.600.000,00  
3. Belanja Tahap I  Rp           57.800.000,00  
4. Belanja Tahap II  Rp           56.824.063,00  
5. Biaya Perluasan Tahap I  Rp  10.000.000.000,00  
B. Investasi Tahap II  
1. Biaya Perluasan Tahap II  Rp  15.200.000.000,00  
C. Investasi Tahap III  
1. Biaya Perluasan Tahap III Rp  15.000.000.000,00 
Total Biaya Investasi  Rp  41.756.747.060,00  
Sumber : data diolah, 2010 (lampiran) 
 
b. Estimasi Pendapatan 
      Estimasi pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta No2 Tahun 2002, serta rencana data tentang rencana 
perluasan. Retribusi terminal ialah pembayaran atas penggunaan 
fasilitas dan atau pelayananan penggunaan terminal. Estimasi 
pendapatan yang dihitung merupakan estimasi manfaat langsung 




1) Retribusi Bus 
a) Bus Cepat AKAP / AKDP 
Pada tabel 4.11 merupakan jumlah bus cepat AKAP/AKDP yang 
masuk ke Terminal Tirtonadi selama tahun 2000-2009. 
Tabel 4.11 
Jumlah Bus Cepat yang Masuk  Pada ahun 2000-2009 
 











              Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
                  Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
 Berdasarkan data diatas maka akan dihitung peramalan jumlah bus 
cepat yang masuk setelah perluasan selesai, dengan menggunakan regresi 
linear sederhana yaitu metode kuadrat terkecil, sehingga diperoleh hasil 









Hasil Peramalan Jumlah Bus Cepat  
 






                      Sumber: data diolah, 2010 (lampiran) 
1.a) Pendapatan retribusi bus cepat AKAP/AKDP satu tahun 
Tarif retribusi x jumlah bus cepat AKAP/AKDP 
Rp 2000,- x 620.849 = Rp 1.241.689.000,00  
b) Bus lambat AKAP/AKDP 
Pada tabel 4.13 merupakan jumlah bus lambat AKAP/AKDP 
yang masuk ke Terminal Tirtonadi selama tahun 2000-2009. 
Tabel 4.13 
Jumlah Bus Lambat yang Masuk  Pada Tahun 2000-2009 
 











             Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
                  Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
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 Berdasarkan data diatas maka akan dihitung peramalan jumlah bus 
lambat yang masuk setelah perluasan selesai, dengan menggunakan regresi 
linear sederhana yaitu metode kuadrat terkecil, sehingga diperoleh hasil 
pada tabel 4.14 berikut: 
Tabel 4.14 
Hasil Peramalan Jumlah Bus Lambat 
 






                       Sumber: data diolah, 2010 (lampiran) 
1.b) Pendapatan retribusi bus lambat AKAP/AKDP satu tahun 
Tarif retribusi x jumlah bus lambat AKAP/AKDP 
Rp.1500,- x 460.067 = Rp 690.100.500,00 
c) Bus Malam dan Paspa 
Daya tampung untuk parkir bus malam dan paspa yaitu 50 unit. 
Diasumsikan  pada tahun pertama hanya 50 % saja, maka 
diestimasikan: 
Faktor Rasio: daya tampung x FR  
50 X 50 % = 25 Bus 
1.c) Pendapatan retribusi bus malam dan paspa satu tahun FR 50% 
Tarif retribusi x jumlah bus malam dan paspa x 30 hari x12bulan 
Rp.2000,- x 25 bus x 30 x 12= Rp 21.600.000,00 
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2) Retribusi Mobil atau Taksi 
a) Pakir Mobil Cateran 
Pada tahun 2009 tercatat 50 anggota carteran. Tarif parkir yang 
diberlakukan Rp500/ 3 jam. Sedangkan waktu parkir 12 jam per 
hari. Sehingga tarif menjadi Rp500 x (12: 3) = Rp 2000. Selain 
itu, jumlah mobil carteran tiap bulan 35% maka diestimasikan: 
Faktor Rasio: daya tampung x FR  
50 X 40 % = 20 mobil 
2.a) Pendapatan retribusi mobil carteran per tahun 
Tarif retribusi x jml carteran x 30 hari x 12 bulan  
Rp.2000,- x 20 x 30 = Rp. 14.400.000,00 
b) Parkir Taksi 
Disediakan lahan seluas 875 m2 dengan kapasitas (daya 
tampung) taksi 25 armada. Tarif parkir yang diberlakukan 
Rp500/ 3 jam. Sedangkan waktu parkir 12 jam per hari. Sehingga 
tarif menjadi Rp500 x (12: 3) = Rp 2000,- 
2.b ) Pendapatan retribusi taksi per tahun 
Tarif retribusi x jml taksi x 30 hari x 12 bulan 
Rp 2000,- x 25 x 30 x 12 = Rp. 18.000.000,- 
c) Parkir Mobil Pribadi 
Lahan yang disediakan setelah adanya perluasan yaitu seluas 
1.410 m2 yang dapat menampung  40 mobil pribadi. Waktu 
ramai pukul 07.00-16.00 sehingga diestimasikan WO 1 +(9:3) =4 
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2.c) Pendapatan retribusi  mobil per tahun 
Tarif retribusi x jml mobil x 30 hari x 12 bulan X WO 
Rp.500,- x 40 x 30 x 12 x 4 = Rp 28.800.000,00 
3) Parkir Sepeda Motor 
Berdasarkan perda tentang terminal untuk parkir sepeda motor 
Rp.200,-/ 3 jam.  
Waktu  Oprasional (WO) = 24 jam : 3 = 8  
Berdasarkan pengamatan jumlah sepeda motor yang parkir 
diestimasikan 75 unit. 
3.a) Pendapatan parkir sepeda motor 
Tarif  retribusi x jml motor x WO x 30 hari x 12 bulan 
Rp 200 x 75 x 8 x 30 x 12 = Rp 43.200.000 
4) Penitipan Sepeda Motor 
Dengan adanya perluasan maka lokasi parkir penitipan sepeda motor 
dan sepeda seluas 2365 m2, dan diperkirakan daya tampungnya 930 
motor dan 75 sepeda.  
4.a) Pendapatan penitipan sepeda motor 
Tarif  retribusi x jml motor x 30 hari x 12 bulan 
Rp 500 x 930 x 30 x 12 = Rp 167.400.000,00 
5) Penitipan Sepeda 
5.a) Pendapatan penitipan sepeda  
Tarif  retribusi x jml motor x 30 hari x 12 bulan 
Rp 200 x 75 x 30 x 12 = Rp 5.400.000,00 
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6) Retribusi Becak Masuk 
Pada tahun 2009 terdapat 250 penarik becak yang terdaftar di 
terminal tirtonadi. Sedangkan jumlah penarik becak tiap bulan 37% 
dari jumlah penarik becak yang terdaftar. Sehingga pendapatan dari 
retribusi becak diestimasikan sebagai berikut:  
Faktor Rasio: daya tampung x FR  
250 X 40 % = 100 becak 
6.a) Pendapatan retribusi  per tahun dengan faktor rasio 40% 
 Becak FR 40% = 250 x 40% = 100 
Tarif retribusi x jml orang x 30 hari x 12 bulan 
Rp100,- x 100 x 30 x 12 = Rp 3.600.000,00 
7) Tempat penjualan karcis bus per tahun 
7.a) Pendapatan tempat penjualan karcis per tahun 
Tarif retribusi x jumlah PO x 30 hari x 12 bulan 
Rp.1500,-/ hari x 100 x 30 x 12 = Rp. 54.000.000,- 
8) Jasa Ruang Tunggu (JRT) 
Setelah adanya perluasan daya tampung ruang tunggu 1390 orang. 
Pada tabel 4.15 disajikan jasa ruang tunggu Terminal Tirtonadi 



















Januari 312.690 368.125 341.815 329.420 
Februari 248.546 251.550 304.254 292.455 
Maret 240.861 293.090 334.170 323.135 
April 254.930 325.620 304.127 308.450 
Mei 269.415 325.170 332.700 352.745 
Juni 257.775 339.930 350.480 415.920 
Juli 306.525 380.396 389.295 428.830 
Agustus 272.580 322.295 334.730 351.665 
September 246.390 270.220 267.745 551.160 
Oktober 380.575 634.635 625.525 407.395 
November 264.240 273.610 286.240 417.025 
Desember 246.750 339.140 408.675 432.495 
        Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
            Terminal Tirtonadi Surakarta, 2009 
 Berdasarkan data diatas maka akan dihitung peramalan jasa ruang 
tunggu yang masuk setelah perluasan selesai, dengan menggunakan regresi 
linear sederhana yaitu metode setengah rata-rata dengan periode waktu 




















                        Sumber: data diolah, 2010 (lampiran) 
8.a) Pendapatan jasa ruang tunggu per tahun  
Tarif retribusi x jumlah pengunjung  
Rp 200,-x 5.681.651 = Rp 1.136.330.200,00 
9) Retribusi Kios 
a) Retribusi untuk Kios 
Jumlah kios 144 unit dengan luas 20m2/ unit yang disediakan 
lahan seluas 2880m2. Sedangkan yang terdaftar pada tahun 2009 
sebanyak 125, maka diestimasikan: 
9.a1) Pendapatan retribusi kios 125 unit per tahun 
Tarif retribusi x luas kios x 30 hari x 12 bulan 
Rp110,-/m2 x 2500m2 x 30 x 12 = Rp. 99.000.000,- 
9.a2) Pendapatan retribusi kios 144 unit per tahun 
Tarif retribusi x luas kios x 30 hari x 12 bulan 
Rp110,-/m2 x 2880/m2 x 30 x 12 = Rp 114.048.000,00 
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b) Retribusi Area Makanan 
Jumlah area makan yang disediakan 39 unit dengan luas 
3m2/unit yang disediakan lahan seluas 117m2. Diasumsikan 
pada tahun pertama perluasan kios makanan terpakai 60%. 
Faktor Rasio: daya tampung x FR  
      39 X 60 % = 23 warung 
luas yang dibutuhkan: jumlah warung x luas/ warung          
     = 23 unit x 3 m2 = 69 m2 
9.b) Pendapatan retribusi  satu tahun dengan faktor rasio 60% 
Tarif retribusi x luas kios x 30 hari x 12 bulan 
Rp100,-/m2 x 69 m2x 30 x 12 = Rp 2.484.000,00 
10) Tanda Pengenal Pedagang 
 Pada  tahun 2009 tercatat 1263 orang, semua para pencari nafkah 
yang terdaftar memiliki tanda pengenal, sehingga dapat 
diestimasikan: 
10.a ) Pendapatan tanda pengenal satu tahun 
Tarif retribusi x jml pedagang 
Rp. 5000/ tahun x 1263 = Rp 6.315.000,00 
11) Retribusi Asongan 
Pada  tahun 2009  terdapat 250 orang di Terminal Tirtonadi. 
Sedangkan jumlah pengasong rata-rata per bulan 46%. Setelah 




Faktor Rasio: daya tampung x FR  
250 X 50 % = 125 pengasong 
11.a) Pendapatan retribusi  satu tahun dengan faktor rasio 50% 
 Asongan FR 50% = 250 x 50% = 125 
Tarif retribusi x jml orang x 30 hari x 12 bulan 
Rp500,- x 125 x 30 x 12 = Rp 22.500.000,00 
Pendapatan lain yang diperoleh yaitu dari sewa pertama warung makan, 
dengan perhitungan sebagai berikut: 
a) Warung makan harga sewa pertama diestimasikan sebesar 
Rp1.950.000/m2 yang mengacu pada Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor: 511.3/001/I/1999 tentang 
Penetapan Taksiran Nilai Tempat Dasaran Kios dan Los Pasar. pada 
tahun berikutnya penyewa warung makan cukup membayar retribusi 
sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. 
Estimasinya sebagai berikut: 
a.1) Luas warung (23 unit = 23 x 3m2) ) x tarif 
69 x Rp 1.950.000,- = Rp 134.550.000,00 
Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, penyewa kios lama 
dapat menempati kiosnya lagi setelah perluasan tanpa membayar uang 
sewa awal, melainkan hanya membayar retribusi sesuai dengan tarif 
yang telah ditentukan. 
b) Surat Ijin Penempatan (SIP ) Sesuai dengan ketentuan pasal 37 
angka 10 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002, 
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pedagang los atau kios membayar Ijin penempatan kios Rp 
8000,00 per tahun. 
Estimasinya sebagai berikut: 
b.1) SIP kios  
Jumlah kios x tarif SIP 
125 xRp 8000,- = Rp1.000.000,00 
b.2) SIP Warung 
Jumlah warung x tarif 
23 x Rp 8000,- = Rp 184.000,00 
Estimasi  pendapatan Terminal Tirtonadi Surakarta setelah adanya 
perluasan pada tahun pertama, dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini: 
Sedangkan, estimasi pendapatan tahun-tahun selanjutnya dapat dilihat 
pada lampiran. 
Tabel 4.17 
 Rekapitulasi Estimasi Pendapatan  
 
Jenis Retribusi Pendapatan 
Bus Cepat AKAP/AKDP Rp   1.241.698.000,00 
Bus Lambat AKAP / AKDP Rp       690.100.500,00 
Bus Malam dan Paspa Rp         21.600.000,00 
Parkir Cateran Rp         14.400.000,00 
Parkir Taksi Rp         18.000.000,00 
Parkir Mobil Pribadi Rp         28.800.000,00 
Parkir Sepeda Motor Rp         43.200.000,00 
Penitpan Sepeda Motor Rp       167.400.000,00 
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Jenis Retribusi Pendapatan 
Penitipan Sepeda Rp            5.400.000,00 
Retribusi Becak Masuk FR Rp            3.600.000,00 
Tempat Penjualan Karcis Rp         54.000.000,00 
Jasa Ruang Tunggu Rp   1.136.330.200,00 
Retribusi Kios Rp         99.000.000,00 
Retribusi Warung  Makan Rp            2.484.000,00 
Tanda Pengenal Pedagang Rp            6.315.000,00 
Retribusi Asongan Rp         22.500.000,00 
SIP kios Rp            1.152.000,00 
SIP warung Rp               184.000,00 
Sewa warung 23 unit Rp       134.550.000,00 
Pendapatan Rp   3.690.713.700,00 
Total Pendapatan Rp   5.536.070.550,00 
Sumber : data diolah, 2010 (lampiran) 
c. Estimasi Biaya 
      Estimasi biaya yang dikeluarkan mengacu pada biaya-biaya 
yang dibutuhkan dalam pengelolaan UPTD Terminal Tirtonadi 
Surakarta. Biaya-biaya yang dibutuhkan meliputi: 
1) Biaya gaji pegawai honorer 
  Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 83 tenaga honorarium, 
dengan rincian: 
a) Urusan PPL   
2 petugas admintrasi 
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b) Urusan pungutan 
4 petugas administrasi dan 32 petugas pemungut retribusi 
c) Urusan pemeliharaan dan kebersihan 
1 petugas administrasi, 1 petugas lapangan, 1 petugas listik dan 
disel, 12 petugas kebersihan fasilitas umum dan 1 petugas 
kebersihan emplasemen. 
d) Urusan keamanan dan ketertiban 
1 petugas administrasi dan 9 petugas keamanan dan ketertiban. 
Total biaya gaji untuk tenaga honorarium dan tenaga harian lepas untuk 
83 orang sebesar Rp 888.1017.000,00 diasumsikan naik 10% per 5 
tahun. 
2) Biaya gaji tanaga honorarium tambahan setelah ada perluasan 
Petugas pemungut retribusi 6 orang, Petugas pemeliharaan dan 
kebersihan 5 orang, Petugas keamanan dan ketertiban 3 orang 
Gaji yang dialokisan mengacu pada UMK Upah Minimum Kota 
Surakarta tahun 2010 Rp785.000 (sumber: Blog Drs.Sutomo). 
Sehingga diestimasikan: 
a) Gaji pemungut retribusi per tahun 
6 x Rp 785.000,- X 12 bulan = Rp 56.520.000, 
b) Gaji petugas kebersihan per tahun 
5 x Rp 785.000,- X 12 bulan = Rp 47.100.000,- 
c) Gaji petugas ketertiban per tahun 
3 x Rp 785.000,- X 12 bulan = Rp 28.260.000,- 
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Total biaya gaji honorium tambahan Rp 131.880.000,00 yang 
diestimasikan naik 10% setiap 5 th. 
Estimasi Total biaya gaji :  Rp 888.1017.000,00 + Rp 188.400.000,00 =   
Rp 1.019.897.000,00 
3) Biaya surat-menyurat 
Biaya dianggarkan dalam rangka kebutuhan akan surat-menyurat 
yaitu sebesar Rp 1.500.000,- per tahun, diestimasikan naik 10% 
setiap 5 tahun.  
4) Biaya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 
Biaya ini untuk penyediaan telepon, koran, listrik, air dan majalah 
sebesar Rp154.830.000,00 per tahun. Diestimasikan naik 10% 
setiap 5 tahun.  
5) Biaya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
Biaya per tahun sebesar Rp 20.0000.000,00 diestimasikan naik 10% 
setiap 5 tahun.  
6) Biaya penyediaan jasa kebersihan kantor 
Biaya ini dikeluarkan untuk pembelian peralatan kebrsihan, 
perlengkapan kebrsihan yaitu sebesar Rp 150.000.000,00 
diestimasikan naik 10% setiap 5 tahun.  
7) Biaya penyediaan perbaikan peralatan kantor 
Biaya ini dikeluarkan untuk memperbaiki peralatan kantor yang 
rusak, dengan estimasi biaya Rp 14.672.000.000,00 diestimasikan 
naik 10% setiap 5 tahun.  
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8) Biaya penyediaan  alat tulis kantor 
Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat tulis kanor 
seperti kertas, bolpoint, tinta printer dll. Estimasi untuk biaya 
penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun yaitu 
Rp19.000.000,00 diestimasikan naik 10% setiap 5 tahun.  
9) Biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
Biaya yang digunakan untuk cetak yaitu anatara lain mencetak kop 
surat, amplop, karcis. Biaya penggandaan yaitu biaya untuk 
fotocopy dokumen-dokumen maupun arsip dll. Estimasi biaya cetak 
dan penggandaan dalam setahun yaitu Rp 19.000.000,00 
diestimasikan naik 2,5 % pertahun. 
10) Biaya penyediaan instalansi listrik 
Biaya ini dibutuhkan untuk instalansi listrik yang ada misalnya 
pembelian begenser, serta peralatan listrik lainnya. Dianggarkan 
sebesar Rp 7.000.000 pertahun. Pembelian begenser baru Rp 
22.000.000 per lima tahun. 
11)  Biaya penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor 
Merupakan biaya yang dianggarkan untuk mpengadaan seragam, 
sepatu both, maupun peralatan kantor seperti komputer, printer, 
meja, kursi, proyektor, LCD, faximil. Estimasi biaya selama satu 
tahun sebesar Rp 66.947.500,-. Akan tetapi biaya ini tidak selalu 




12)  Biaya makan dan minum 
Estimasi untuk biaya makan dan minum dalam setahun yaitu 
sebesar Rp 62.000.000,00. diestimasikan naik 10% setiap 5 tahun.  
13)  Biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
Dianggarkan untuk membiayai rapat, konsultasi ke luar daerah , 
perjalanan dinas yaitu sebesar Rp 6.000.000,00 serta diestimasikan 
naik 10% setiap 5 tahun.  
14)  Biaya pemeliharaan rutin atau berkala gedung dan kantor 
Biaya ini dianggarkan untuk perbaikan emplesemen terminal, titipan 
sepeda motor sebelah timur dan barat, pengecatan dan sebagainya, 
diestimasikan sebesar Rp 100.000.000,00 serta diestimasikan naik 
10% setiap 5 tahun.  
15)  Perencanaan pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan 
Ialah biaya untuk perbaikan talut, perbaikan fasilitas-fasilitas 
perhubungan dengan estimasi anggaran sebesar Rp 11.000.000,00, 
tetapi tidak dianggarkan setiap tahun melainkan tiap 2 tahun sekali. 
16) Peningkatan pengelolaan terminal atau angkutan darat 
Biaya ini dikeluarkan pembelian CCT, kamera, perencanan-
perencanaan terminal yaitu sebsar Rp 191.000.000. dan 
diestimasikan naik 10% setiap 5 tahun.  
17) Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang 
Bentuk dari kegiatan penciptaan kemanan dan kenyamanan ialah 
adanya operasi pada saat lebaran, operasi LBM, operasi penertiban 
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bus, operasi kios yang dianggarkan sebesar Rp 60.000.000,00 dan 
diestimasikan naik 10% setiap 5 tahun.  
 
Estimasi  biaya Terminal Tirtonadi Surakarta setelah adanya perluasan 
pada tahun pertama, dapat dilihat pada tabel 4.18 dibawah ini: 
Sedangkan, estimasi pendapatan tahun-tahun selanjutnya dapat dilihat 
pada lampiran. 
Tabel 4.18  
Rekapitulasi Estimasi Biaya  
 
No  Jenis Biaya Pengeluaran per tahun 
1 Penyediaan jasa tenaga Honorer  Rp        888.017.000,00  
2 Gaji tenaga  honorarium tambahan  Rp        131.880.000,00  
3 Belanja surat menyurat  Rp            1.500.000,00  
4 Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik,   Rp        154.830.000,00  
5 Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan 
kantor  Rp          20.000.000,00  
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor  Rp        150.000.000,00  
7 Penyediaan perbaikan peralatan kerja  Rp          14.672.000,00  
8 Penyediaan alat tulis kantor  Rp          19.000.000,00  
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Rp          19.475.000,00  
10 Penyediaan komponen instalansi listrik  Rp            7.000.000,00  
11 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor  Rp          66.947.500,00  
12 Penyediaan makanan & minuman  Rp          62.000.000,00  
13 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar 
daerah  Rp            6.000.000,00  
14 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor  Rp        100.000.000,00  
15 Perencanaan pembangunan prasarana & fas 
perhubungan  Rp          0 
16 Peningkatan pengelolaan terminal / angkutan 
darat  Rp        191.000.000,00  
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17 Keg. Penciptaan keamanan & kenyamanan 
penumpang  Rp          60.000.000,00  
 Total Biaya   Rp       1.892.321.500,00  
 Sumber : data diolah, 2010 (lampiran) 
 
2. Kriteria Investasi 
 Untuk menjawab hipotesis pertama maka digunakan kriteria 
investasi sebagai berikut: 
a. Net Present Value (NPV) 
Perhitungan NPV proyek dilakukan dengan cara mencari selisih 
antara present value dari net benefit pada discount faktor 12% dengan 
present value dari total investasi. Perhitungan Net Present Value 
NPV dapat menunjukkan hasil sebesar Rp --- 4.083.020.668,30 yang 
berarti bahwa NPV < dari nol . Sehingga, dapat dikatakan bahwa 
proyek tidak layak dan kurang menguntungkan untuk dijalankan pada 
discount faktor (DF)12%. Perhitungan  NPV dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
              Tabel 4.19 
         Perhitungan NPV 
 
Tahun Net Benefit DF12% NPV 12% 
0 Rp   (11.556.747.060,00) 1,0000 Rp(11.556.747.060,00) 
1 Rp         974.042.817,00 0,8929 Rp       869.722.831,30 
2 Rp   (13.514.914.300,00) 0,7972 Rp(10.774.089.679,96) 
3 Rp   (13.433.059.432,50) 0,7118 Rp  (9.561.651.704,05) 
4 Rp      3.643.749.050,00 0,6355 Rp    2.315.602.521,28 
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Tahun Net Benefit DF12% NPV 12% 
5 Rp      3.637.005.325,00 0,5674 Rp    2.063.636.821,41 
6 Rp      3.783.100.428,13 0,5066 Rp    1.916.518.676,89 
7 Rp      3.777.559.705,08 0,4523 Rp    1.708.590.254,61 
8 Rp      3.867.906.043,96 0,4039 Rp    1.562.247.251,15 
9 Rp      4.153.225.585,05 0,3606 Rp    1.497.653.145,97 
10 Rp      4.475.374.538,68 0,3220 Rp    1.441.070.601,46 
11 Rp      4.791.094.711,35 0,2875 Rp    1.377.439.729,51 
12 Rp      4.992.733.618,29 0,2567 Rp    1.281.634.719,82 
13 Rp      5.297.024.398,62 0,2292 Rp    1.214.077.992,16 
14 Rp      5.686.289.423,21 0,2046 Rp    1.163.414.815,99 
15 Rp      6.072.482.900,03 0,1827 Rp    1.109.442.625,84 
16 Rp      6.500.551.631,72 0,1631 Rp    1.060.239.971,13 
17 Rp      6.755.320.491,55 0,1456 Rp       983.574.663,57 
18 Rp      7.181.224.407,15 0,1300 Rp       933.559.172,93 
19 Rp      7.653.085.172,58 0,1161 Rp       888.523.188,54 
20 Rp      8.171.106.174,83 0,1037 Rp       847.343.710,33 
21 Rp      8.692.495.855,70 0,0926 Rp       804.925.116,24 
22 Rp      9.068.642.132,92 0,0826 Rp       749.069.840,18 
23 Rp      9.599.691.749,70 0,0738 Rp       708.457.251,13 
24 Rp    10.227.057.706,29 0,0659 Rp       673.963.102,84 
25 Rp    10.863.261.419,28 0,0588 Rp       638.759.771,45 
 Rp  101.359.304.493,61  Rp  (4.083.020.668,30) 
Sumber: data diolah, 2010 (lampiran) 
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b. Net Benefit Cost Ratio (Net BC) 
Perhitungan Net BC diperoleh dengan membandingkan antara jumlah 
NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Net BC ini dapat 
menggambarkan berapa kali lipat benefit akan diperoleh dari cost 
yang dikeluarkan. Apabila Net BC > 1 maka proyek tersebut layak 
untuk dijalankan, sedangkan bila Net BC < 1 maka proyek tidak 
layak dijalankan 
          Tabel 4.20 
             Perhitungan Net BC 
 
Tahun Net Benefit DF12% NPV 12% 
0 Rp   (11.556.747.060,00) 1,0000 Rp(11.556.747.060,00) 
1 Rp         974.042.817,00 0,8929 Rp       869.722.831,30 
2 Rp   (13.514.914.300,00) 0,7972 Rp(10.774.089.679,96) 
3 Rp   (13.433.059.432,50) 0,7118 Rp  (9.561.651.704,05) 
4 Rp      3.643.749.050,00 0,6355 Rp    2.315.602.521,28 
5 Rp      3.637.005.325,00 0,5674 Rp    2.063.636.821,41 
6 Rp      3.783.100.428,13 0,5066 Rp    1.916.518.676,89 
7 Rp      3.777.559.705,08 0,4523 Rp    1.708.590.254,61 
8 Rp      3.867.906.043,96 0,4039 Rp    1.562.247.251,15 
9 Rp      4.153.225.585,05 0,3606 Rp    1.497.653.145,97 
10 Rp      4.475.374.538,68 0,3220 Rp    1.441.070.601,46 
11 Rp      4.791.094.711,35 0,2875 Rp    1.377.439.729,51 
12 Rp      4.992.733.618,29 0,2567 Rp    1.281.634.719,82 
13 Rp      5.297.024.398,62 0,2292 Rp    1.214.077.992,16 
14 Rp      5.686.289.423,21 0,2046 Rp    1.163.414.815,99 
96 
 
15 Rp      6.072.482.900,03 0,1827 Rp    1.109.442.625,84 
16 Rp      6.500.551.631,72 0,1631 Rp    1.060.239.971,13 
17 Rp      6.755.320.491,55 0,1456 Rp       983.574.663,57 
18 Rp      7.181.224.407,15 0,1300 Rp       933.559.172,93 
19 Rp      7.653.085.172,58 0,1161 Rp       888.523.188,54 
20 Rp      8.171.106.174,83 0,1037 Rp       847.343.710,33 
21 Rp      8.692.495.855,70 0,0926 Rp       804.925.116,24 
22 Rp      9.068.642.132,92 0,0826 Rp       749.069.840,18 
23 Rp      9.599.691.749,70 0,0738 Rp       708.457.251,13 
24 Rp    10.227.057.706,29 0,0659 Rp       673.963.102,84 
25 Rp    10.863.261.419,28 0,0588 Rp       638.759.771,45 
 Rp  101.359.304.493,61  Rp  (4.083.020.668,30) 
NPV Positif 
   Rp 27.809.467.775,71  
NPV Negatif 
 Rp 31.892.488.444,01 
 
 
Net BC 0,871975475 
 
Sumber: data diolah, 2010 (lampiran) 
 
Berdasarkan tabel 4.20, serta perhitungan diatas yang menunjukkan 
Net BC 0,872 atau lebih kecil dari satu. Sehingga, dapat dikatan 
bahwa benefit yang diperoleh itu 0,872 kali lipat dari cost yang 
dikeluarkan maka proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan 
 
 
 Net BC = 0,872 
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c. Gross Benefit Cost Ratio (Gross BC) 
Groos BC dihitung dengan cara membandingkan jumlah present 
value benefit (PV benefit) dengan present value biaya (PV cost). 
Kriteria Gross BC adalah, jika Gross BC > 1 maka proyek layak 
untuk dijalankan, tetapi jika gross BC < 1 maka proyek tidak layak 
dijalankan. 
Tabel 4.21 
Perhitungan Gross Benefit Ratio 
 
Tahun PV  Benefit PV Cost 
0 Rp                            - Rp 11.556.747.060,00 
1 Rp   2.924.469.921,39 Rp   2.054.747.090,09 
2 Rp   2.596.077.574,84 Rp 13.370.167.254,80 
3 Rp   2.375.922.250,65 Rp 11.937.573.954,70 
4 Rp   3.518.172.834,53 Rp   1.202.570.313,25 
5 Rp   3.143.857.693,38 Rp   1.080.220.871,98 
6 Rp   2.875.668.216,81 Rp      959.149.539,92 
7 Rp   2.628.912.810,92 Rp      920.322.556,31 
8 Rp   2.398.010.522,88 Rp      835.763.271,73 
9 Rp   2.247.979.015,30 Rp      750.325.869,33 
10 Rp   2.107.714.101,70 Rp      666.643.500,24 
11 Rp   1.975.981.970,34 Rp      598.542.240,83 
12 Rp   1.852.508.870,87 Rp      570.874.151,06 
13 Rp   1.736.754.128,80 Rp      522.676.136,64 
14 Rp   1.627.866.010,00 Rp      464.451.194,01 
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Tahun PV  Benefit PV Cost 
15 Rp   1.526.303.401,89 Rp      416.860.776,06 
16 Rp   1.430.690.142,81 Rp      370.450.171,68 
17 Rp   1.341.041.747,59 Rp      357.467.084,02 
18 Rp   1.257.226.638,37 Rp      323.667.465,44 
19 Rp   1.178.940.102,70 Rp      290.416.914,16 
20 Rp   1.105.675.220,35 Rp      258.331.510,02 
21 Rp   1.036.690.469,37 Rp      231.765.353,14 
22 Rp      970.973.697,72 Rp      221.903.857,54 
23 Rp      910.904.985,91 Rp      202.447.734,78 
24 Rp      854.065.995,94 Rp      180.102.893,09 
25 Rp      800.152.269,94 Rp      161.392.498,49 
 Rp 46.422.560.594,99 Rp 50.505.581.263,29 
 Gross BC 0,91915704 




                      = 0,912 
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Berdasarkan tabel 4.21 serta perhitungan diatas diperoleh Gross 
Benefit Cost sebesar 0,912 Ini berarti, 0,912 < 1, sehingga dapat 
dikatakan proyek perluasan ini secara ekonomis tidak layak untuk 
dijalankan. 
d. Internal Rate of Return (IRR) 
Merupakan tingkat bunga yang menggambarkan benefit dan cost 
yang telah dipresent valuekan sama dengan nol. Dengan demikian 
IRR merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemampuan 
proyek menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang dapat 
dicapai. Kriterianya yaitu IRR > DF maka proyek layak diusahakan, 




Tahun DF12% NPV 12% DF 10 NPV 10% 
0 1,0000 Rp(11.556.747.060,00) 1 Rp(11.556.747.060,00) 
1 0,8929 Rp       869.722.831,30 0,909 Rp       885.502.324,93 
2 0,7972 Rp(10.774.089.679,96) 0,826 Rp(11.168.725.177,52) 
3 0,7118 Rp  (9.561.651.704,05) 0,751 Rp(10.092.257.551,64) 
4 0,6355 Rp    2.315.602.521,28 0,683 Rp    2.488.680.601,15 
5 0,5674 Rp    2.063.636.821,41 0,621 Rp    2.258.216.606,29 
6 0,5066 Rp    1.916.518.676,89 0,565 Rp    2.135.560.191,68 
7 0,4523 Rp    1.708.590.254,61 0,513 Rp    1.938.643.640,65 
8 0,4039 Rp    1.562.247.251,15 0,467 Rp    1.804.378.169,51 
9 0,3606 Rp    1.497.653.145,97 0,424 Rp    1.761.382.970,62 
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Tahun DF12% NPV 12% DF 10% NPV 10% 
10 0,3220 Rp    1.441.070.601,46 0,386 Rp    1.725.256.884,66 
11 0,2875 Rp    1.377.439.729,51 0,351 Rp    1.679.278.696,33 
12 0,2567 Rp    1.281.634.719,82 0,319 Rp    1.590.684.930,79 
13 0,2292 Rp    1.214.077.992,16 0,29 Rp    1.534.547.968,28 
14 0,2046 Rp    1.163.414.815,99 0,263 Rp    1.497.200.005,13 
15 0,1827 Rp    1.109.442.625,84 0,239 Rp    1.453.752.406,27 
16 0,1631 Rp    1.060.239.971,13 0,218 Rp    1.414.520.035,06 
17 0,1456 Rp       983.574.663,57 0,198 Rp    1.336.202.393,23 
18 0,1300 Rp       933.559.172,93 0,18 Rp    1.291.902.270,85 
19 0,1161 Rp       888.523.188,54 0,164 Rp    1.251.279.425,72 
20 0,1037 Rp       847.343.710,33 0,149 Rp    1.214.226.377,58 
21 0,0926 Rp       804.925.116,24 0,135 Rp    1.174.356.190,10 
22 0,0826 Rp       749.069.840,18 0,123 Rp    1.113.629.253,92 
23 0,0738 Rp       708.457.251,13 0,112 Rp    1.072.285.568,44 
24 0,0659 Rp       673.963.102,84 0,102 Rp    1.038.046.357,19 
25 0,0588 Rp       638.759.771,45 0,092 Rp    1.002.679.029,00 
  Rp  (4.083.020.668,30)  Rp   1.844.482.508,21 
Sumber: data diolah, 2010 (lampiran)   
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     Hasil perhitungan diatas menunjukkan  Internal Rate of Return diatas, dapat 
diketahui bahwa IRR 10,62% < 12% , karena IRR lebih kecil dibanding dengan 
DF (discount factor), sehingga proyek ini tidak layak untuk dijalankan. 
e. Profitability Ratio (PR) 
Profitability ratio adalah perbandingan antara present value dari net 
benefit (PV benefit tanpa Investasi) dengan present value dari 
invetasi ( PV investasi). Perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.23 
 
Tabel 4.23 
Perhitungan Profitability Ratio 
 
Tahun PV Investasi PV OM PV  Benefit 
0  Rp 11.556.747.060,00   Rp                            -     Rp                            -    
1  Rp                            -     Rp   2.054.747.090,09   Rp   2.924.469.921,39  
2  Rp 12.117.440.000,00   Rp   1.252.727.254,80   Rp   2.596.077.574,84  
3  Rp 10.677.000.000,00   Rp   1.260.573.954,70   Rp   2.375.922.250,65  
4  Rp                            -     Rp   1.202.570.313,25   Rp   3.518.172.834,53  




IRR  =  10,6223472 
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Sumber: data diolah, 2010 (lampiran) 
                 
 
Tahun PV Investasi PV OM PV  Benefit 
6  Rp                            -     Rp      959.149.539,92   Rp   2.875.668.216,81  
7  Rp                            -     Rp      920.322.556,31   Rp   2.628.912.810,92  
8  Rp                            -     Rp      835.763.271,73   Rp   2.398.010.522,88  
9   Rp      750.325.869,33   Rp   2.247.979.015,30  
10   Rp      666.643.500,24   Rp   2.107.714.101,70  
11   Rp      598.542.240,83   Rp   1.975.981.970,34  
12   Rp      570.874.151,06   Rp   1.852.508.870,87  
13   Rp      522.676.136,64   Rp   1.736.754.128,80  
14   Rp      464.451.194,01   Rp   1.627.866.010,00  
15   Rp      416.860.776,06   Rp   1.526.303.401,89  
16   Rp      370.450.171,68   Rp   1.430.690.142,81  
17   Rp      357.467.084,02   Rp   1.341.041.747,59  
18   Rp      323.667.465,44   Rp   1.257.226.638,37  
19   Rp      290.416.914,16   Rp   1.178.940.102,70  
20   Rp      258.331.510,02   Rp   1.105.675.220,35  
21   Rp      231.765.353,14   Rp   1.036.690.469,37  
22   Rp      221.903.857,54   Rp      970.973.697,72  
23   Rp      202.447.734,78   Rp      910.904.985,91  
24   Rp      180.102.893,09   Rp      854.065.995,94  
25   Rp      161.392.498,49   Rp      800.152.269,94  
  Rp 34.351.187.060,00   Rp 16.154.394.203,29   Rp 46.422.560.594,99  




Dari tabel 4.23, serta perhitungan diatas diperoleh Profitability Ratio  
(PR) sebesar 0,881 yang artinya PR 0,881 < 1,00 maka proyek tidak 
layak untuk dijalankan. 
 
Hipotesis ke dua bahwa perluasan Terminal Ttirtonadi Surakarta dapat 
memberikan keuntungan sebelum umur ekonomis berakhir, akan 
dibuktikan dengan mencari payback periode. 
f. Payback Periode 
Merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk membayar kembali 
atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan dalam 
investasi suatu proyek. Menurut kriteria payback periode ini, suatu 
proyek akan dipilih apabila dapat mengembalikan investasi paling 
cepat, semakin cepat pengembalian maka semakin baik atau proyek 










Perhitungan Payback Periode 
 
Tahun Net Benefit Komulatif Cash Flow 
0  Rp   (11.556.747.060,00)  
1  Rp         974.042.817,00   Rp(10.582.704.243,00) 
2  Rp   (13.514.914.300,00)  Rp(24.097.618.543,00) 
3  Rp   (13.433.059.432,50)  Rp(37.530.677.975,50) 
4  Rp      3.643.749.050,00   Rp(33.886.928.925,50) 
5  Rp      3.637.005.325,00   Rp(30.249.923.600,50) 
6  Rp      3.783.100.428,13   Rp(26.466.823.172,38) 
7  Rp      3.777.559.705,08   Rp(22.689.263.467,30) 
8  Rp      3.867.906.043,96   Rp(18.821.357.423,34) 
9  Rp      4.153.225.585,05   Rp(14.668.131.838,29) 
10  Rp      4.475.374.538,68   Rp(10.192.757.299,61) 
11  Rp      4.791.094.711,35   Rp  (5.401.662.588,26) 
12  Rp      4.992.733.618,29   Rp     (408.928.969,97) 
13  Rp      5.297.024.398,62   Rp   4.888.095.428,65  
14  Rp      5.686.289.423,21   Rp  10.574.384.851,85  
15  Rp      6.072.482.900,03   
16  Rp      6.500.551.631,72   
17  Rp      6.755.320.491,55   
18  Rp      7.181.224.407,15   
19  Rp      7.653.085.172,58   
20  Rp      8.171.106.174,83   
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Tahun Net Benefit Komulatif Cash Flow 
21  Rp      8.692.495.855,70   
22  Rp      9.068.642.132,92   
23  Rp      9.599.691.749,70   
24  Rp    10.227.057.706,29   
25  Rp    10.863.261.419,28   
  Rp  101.359.304.493,61   
  Sumber: data diolah, 2010 (lampiran) 
  Dari tabel  4.24  dapat diketahui bahwa masa pelunasan 
investasi adalah 12 tahun. Hal ini didasarkan perhitungan bahwa baru 
setelah masa 12 tahun proyek menunjukkan net cash flow yang 
positif. Apabila diperhitungkan secara lebih cermat maka masa 
pelunasan investasi adalah sebagai berikut: 
 
 Hal ini berarti bahwa investasi dapat terbayar kembali sebelum umur 
ekonomis proyek berakhir, sehingga proyek perluasan Terminal. 
Payback periode menunjukkan hasil 12 tahun < 25 tahun. 
 
= 12 + 0,9254 bulan 
= 12 +  28 hari 
= 12 tahun 28 hari 
Sehingga payback periodnya 12 tahun 28 hari 
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         Sedangkan untuk membuktikan hipotesis ketiga, bahwa adanya laju 
pertumbuhan pendapatan setelah adanya perluasan yaitu dengan cara:    
g. Laju Pertumbuhan Pendapatan 
 Estimasi pendapatan tahun pertama setelah proyek selesai (Xt)  Rp 
5.536.070.550,00. Sedangkan pendapatan sebelum proyek selesai ( Xt-1) yaitu 
sebesar Rp 3.337.907.067,50. Maka laju pertumbuhan pendapatan retribusi 
terminal dapat dihitung sebagai berikut: 
   
 Berdasarkan perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa setelah adanya 
proyek perluasan pendapatan tahun pertama diprediksikan akan meningkat 
sebesar 65,85%. Dari analisis yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa proyek perluasan Terminal Tirtonadi jika dinilai dengan kriteria investasi 
maka proyek ini tidak layak untuk dijalankan dan kurang menguntungkan. Akan 
tetapi, proyek ini merupakan proyek rencana pemerintah dengan tujuan sosial 
oriented sehingga proyek perluasan Terminal Tirtonadi ini dapat tetap untuk 
dijalankan karena diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada msyarakat 
luas. Selain itu, investasi dapat terbayar kembali sebelum umur ekonomis 
berakhir, serta adanya pertumbuhan pendapatan yang signifikan dengan adanya 
perluasan Terminal Tirtonadi. 
  x 100% 
 
                         = 65,85 % 
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3. Identifikasi Sosial Benefit 
 Pada proyek perluasan Terminal Tirtonadi sebenarnya 
menggunakan tanah milik Pemerintah Kota Surakarta. Tetapi, tanah 
tersebut digunakan masyarakat sekitar untuk berdagang, rumah, MCK 
umum serta tempat pembuangan sampah. Sebanyak 18 pedagang, 1 
penjual kijing telah dipindahkan ke Bonoloyo, 38 pedagang dipindahkan 
ke Pasar Umbul, Pasar Bangun Harjo, Pasar Kadipolo serta Pasar 
Notoharjo. Sedangkan untuk 38 hunian tidak diberikan solusi sehingga 
mereka harus pulang ke kampung halaman atau mencari tempat tinggal 
baru. Bagi para pedagang tentunya mereka harus memulai usahanya dari 
awal ditempat baru.  
 Beradasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 60 
orang para pencari nafkah di Terminal Tirtonadi Surakarta diperoleh 
beberapa opini tentang perluasan proyek ini. Sebanyak 22 orang 
menyatakan optimis dengan adanya proyek ini akan dapat meningkatkan 
pendapatan serta terminal menjadi lebih ramai, sedangkan 24 orang 
menyatakan ragu-ragu dan sisanya 14 orang menyatakan pesimis. Dengan 
demikian dapat diketahui bahwa proyek ini akan memberikan manfaat 
tersendiri bagi para pencari kerja di Terminal.  
 Perluasan terminal hendaknya diikuti dengan penigkatan 
kenyamanaan serta keamanan. Hal ini perlu dilakukan untuk menarik 
minat masyarakat untuk datang ke terminal. Jika nantinya setelah proyek 
selesai dan terminal menjadi lebih ramai maka, hal ini pastinya akan ikut 
108 
 
meningkatkan pendapatan para pencari kerja yang ada. Sehingga manfaat 
sosial yang diperoleh pun meningkat, karena dapat menggerakkan 
perekonomian. 
Manfaat sosial lain yang dapat diperoleh selama berlangsungnya proyek 
maupun setelah proyek ini selesai ialah: 
a. Menyerap tenaga kerja pada saat pembangunan proyek dikerjakan, 
sehingga secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan. 
b. Membuka lapangan pekerjaan baru, yaitu untuk mengisi formasi 
tenaga yang dibutuhkan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 
Terminal Tirtonadi Surakarta. Selain itu, memberi kesempatan pada 
masyarakat luas untuk mencari nafkah (berdagang, menjadi 
pengasong dll) di Terminal.  
c. Memberikan fasilitas publik berupa terminal yang memadai aman 













              KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian 
dan pembahasan pada bab sebelumnya (bab IV), maka pada bab ini akan disajikan 
kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
 
A. Kesimpulan  
  Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kesimpulan Analistik 
Berdasarkan analisis pokok kelayakan suatu proyek dengan metode 
kriteria investasi serta perhitungan laju pertumbuhan pendapatan , dapat 
ditarik kesimpulan bahwa proyek Perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta 
secara ekonomis tidak layak untuk dijalankan, sehingga dapat menjawab 
hipotesis penelitian sebagai berikut: 
a. Menolak hipotesis pertama bahwa investasi yang dilakukan untuk 
proyek Perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta, berdasarkan pada 
perhitungan Net Present Value (NPV) menunjukkan hasil positif Rp 
(4.083.020.668,30) <0 1, Net BC  0,872 < 1, Gross BC 0,912 < 1, 
Internal Rate of Return IRR  < DF 10,622 % < 12 %  Profitability 
Ratio ( PR ) 0,881 < 1 . Sehingga jika dinilai melalui kriteria investasi 
proyek tidak layak untuk dijalankan dan kurang menguntungkan. 
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b. Menerima hipotesis kedua bahwa investasi yang dilakukan untuk 
proyek Perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta dapat terbayar kembali 
sebelum umur ekonomis berakhir, dengan payback periode selama 12 
tahun 28 hari. 
c. Menerima hipotesis ketiga bahwa investasi yang dilakukan untuk 
proyek Perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta dapat meningkatkan 
pendapatan yaitu sebesar 65,85 % pada tahun pertama dengan cara 
menghitung laju pertumbuhan pendapatannya. 
2. Kesimpulan Deskriptif 
  Proyek Perluasan Terminal Tirtonadi ini secara ekonomis tidak 
layak untuk dijalankan, akan tetapi jika dilihat dari segi sosial proyek dan 
tujuan proyek yang sosial oriented  maka, proyek ini tetap layak untuk 
dijalankan. Proyek perluasan terminal ini juga memberikan manfaat sosial 
lain, karena menyerap tenaga kerja baik pada saat pembangunan proyek 
maupu pada saat proyek telah selesai. Terminal sendiri merupakan fasilitas 
publik yang perlu diperbaiki, untuk tempat pergantian moda. Diharapkan 
dengan adanya proyek perluasan ini dapat meningkatkan minat masyarakat 
untuk datang ke Terminal Tirtonadi serta menggunakan angkutan umum (bus) 
untuk bepergian. Selain itu, juga dapat menggerakkan perekonomian 






B. Saran  
      Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka ada beberapa hal yang dapat 
penulis berikan sebagai saran, anatara lain sebagai berikut: 
1. Masih banyaknya potensi pendapatan Terminal Tirtonadi Surakarta yang 
belum dapat tergali, sehingga diperlukan studi yang komprehensif 
mengenai potensi-potensi retribusi Terminal Tirtonadi Surakarta. Potensi 
tersebut misalnya: retribusi reklame , penggunaan jasa kamar mandi dapat 
ditarik retribusi tersendiri, dan adanya lavontary. Potensi-potensi 
pendapatan ini dapat dioptimalkan, sehingga dapat menambah pendapatan 
Terminal Tirtonadi Surakarta. 
2. Peraturan daerah yang mengatur tentang tarif retribusi Terminal 
Penumpang perlu diadakan pengkajian ulang, dikarenakan nilainya terlalu 
kecil dan sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Sehingga 
dengan adanya kenaikan tarif tersebut dapat mendorong pendapatan 
retribusi terminal yang nanti juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah Kota Surakarta, mengingat retribusi terminal juga termasuk salah 
satu penyumbang PAD Surakarta. Misalnya untuk besarnya tarif retribusi 
kios yang nilainya terlalu kecil, tarif parkir mobil, sepeda motor serta 
penitipan motor. 
3. Terminal merupakan salah satu fasilitas publik yang disediakan  
Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menunjang transportasi, 
sehingga perlu diperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan. Karena hal 
ini akan mempengaruhi jumlah pengunjung yang masuk terminal.  
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4. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu tentang ligkungan disekitar 
Terminal Tirtonadi diharapkan terminal natinya terdapat taman dan 
pepohonan. Dikarenakan dengan adanya proyek tersebut tentunya akan 
menambah pencemaran udara serta tingkat kebisingan yang artinya dapat 
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Daftar Tarif Retribusi Terminal Menurut Peraturan Daerah no 2 Tentang Terminal Penumpang Tahun 2002 
No Jenis Retribusi Macam Retribusi Besarnya tarif Keterangan 
1 a. Bus Cepat 
AKAP/AKDP 
b. Bus Lambat 
AKAP/AKDP 
Menurunkan / menaikkan jalur 




1 x parkir 
 
1 x parkir 
2 Bus Perkotaan 
a. Bus Besar 
Bus Sedang 
b. Bus Kecil 
 
Menurunkan / menaikkan jalur 
istirahat/ parkir, kebersihan 







1 x masuk 
 
1 x masuk 
3 Bus Kota 
a. Bus Besar 
Bus Sedang 
b. Bus Kecil 
 
Menurunkan / menaikkan jalur 
istirahat/ parkir, kebersihan 







1 x masuk 
 
1 x masuk 
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4 Taksi dan Mobil Menurunkan / menaikkan jalur 
istirahat/ parkir, kebersihan 
Rp 500,- 1 x masuk mak 3 jam 
5 Sepeda Motor Parkir Rp 200,- 1 x masuk mak 3 jam 
6 Sepeda Motor Penitipan (termasuk helm) Rp 500,- 1 x titip mak 24jam 
7 Sepeda  Penitipan Rp 200,- 1 x titip mak 24jam 
8 Becak  Masuk kompleks Terminal Rp 100,- 1 x titip mak 24jam 
9 Kios Terbuka 
Kios Tertutup 








10 Tempat Penjualan Karcis 
Bus/    Non-Bus 
Tempat /Loket 
Ijin Penggunaan Loket 
Rp 1.500,- perhari Masa 1 th 
Masa 3 th 
11 Ruang Tunggu Ruang Tunggu, kebersihan, 
penerangan, tempat duduk, MCK 
(toilet) 
Rp 200,- 1 x masuk 
 
12 Tanda Pengenal 
Pedagang, Penjual Karcis, 
Pembersih Bus, Asongan 





Lampiran 02           Data Investasi 
Biaya Pembebasan Lahan 
Nama Ganti Rugi Nama Ganti Rugi 
slamet  Rp       2.000.000,00  bu tari  Rp         1.100.000,00  
gimun  Rp       2.250.000,00  sartono  Rp         2.000.000,00  
warsi  Rp           900.000,00  bu marno  Rp         1.850.000,00  
katiyem  Rp           900.000,00  suparno  Rp             750.000,00  
iriani  Rp           900.000,00  yati.s  Rp             750.000,00  
samto  Rp           900.000,00  tukinah  Rp             500.000,00  
ngatimin  Rp           900.000,00  sumini  Rp             500.000,00  
abdul salam  Rp           900.000,00  daryanto  Rp             750.000,00  
widodo koran  Rp           900.000,00  darmanto  Rp         1.000.000,00  
agus tm  Rp           900.000,00  sukadi  Rp             250.000,00  
saban  Rp           900.000,00  wiryotomo  Rp             950.000,00  
hadi. M  Rp           900.000,00  tugino  Rp             450.000,00  
ihsan hidayat  Rp           900.000,00  harianto  Rp         1.750.000,00  
dan Penyemir Sepatu 
13 Retribusi Asongan dan 
Penyemir Sepatu. 
 Rp 500,-/org Per Hari 
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nazli amir  Rp           900.000,00  bambang . M  Rp         1.500.000,00  
lilik / tembong  Rp       1.750.000,00  teguh . P  Rp         1.500.000,00  
ari tonang  Rp           900.000,00  joko sudaryanto  Rp         1.150.000,00  
sumarto  Rp       1.000.000,00  joko . S  Rp             250.000,00  
adi suwito  Rp       1.000.000,00  santo  Rp         1.650.000,00  
andi susanto  Rp           900.000,00  sukidi  Rp         1.150.000,00  
senen lestari  Rp           900.000,00  broto suseno  Rp         2.000.000,00  
abdul salam  Rp       1.000.000,00  santo  Rp             500.000,00  
slamet purwanto  Rp       1.000.000,00  bejo  Rp             500.000,00  
nurkhamid  Rp       1.100.000,00  maryanto  Rp         1.150.000,00  
supardjo  Rp           900.000,00  wiyono  Rp         1.500.000,00  
sri rusmiasih  Rp           900.000,00  wahyudi  Rp         2.100.000,00  
p.saiman  Rp           900.000,00  paulus  Rp         1.500.000,00  
sagiman  Rp           900.000,00  maryanto  Rp         1.400.000,00  
anik rohmawati  Rp       1.150.000,00  sukemi  Rp             250.000,00  
kustini  Rp           350.000,00  sukar  Rp         1.150.000,00  
suhadi  Rp           500.000,00  wahono  Rp         1.500.000,00  
catur  Rp           350.000,00  sastro sapen  Rp             350.000,00  
ari purnomo  Rp           500.000,00  suparno  Rp             950.000,00  
sukirno  Rp           450.000,00  sayono . Hs  Rp             950.000,00  
agus tm  Rp           750.000,00  timan  Rp             950.000,00  
joko s  Rp           500.000,00  supadi  Rp             950.000,00  
harini  Rp       1.300.000,00  warjo  Rp             950.000,00  
setiawan  Rp           750.000,00  janto  Rp         1.400.000,00  
sumarno  Rp           250.000,00  mck rw1 manahan  Rp       10.000.000,00  
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cristanti  Rp       2.000.000,00  astini kainoningsih  Rp             250.000,00  
gugulo waluyo  Rp           250.000,00  mck rw 1 gilingan  Rp         3.000.000,00  
dalimin  Rp       1.300.000,00  mck rw3 gilingan  Rp         6.000.000,00  
adik  Rp           250.000,00  tempat sampah LPMK Manahan  Rp         8.000.000,00  
karni  Rp       1.550.000,00  jumlah   Rp     108.600.000,00  
sukadi  Rp       1.100.000,00    
 
belanja bahan baku bangunan I  Rp            57.800.000,00  
  
BELANJA TAHAP II  
belanja bahan baku bangunan II  Rp            52.250.000,00  
belanja modal pengadaan instalansi listrik  Rp               2.000.000,00  
belanja listrik  Rp                     34.200,00  
belanja air  Rp                  106.700,00  
belanja telepon  Rp               1.024.163,00  
pengisian tabung gas  Rp                  486.000,00  
perangko, meterai, dan benda pos lain  Rp                  123.000,00  
penggantian suku cadang  Rp                  400.000,00  
penggandaan  Rp                  400.000,00  
jumlah  Rp            56.824.063,00  
  
  




Estimasi Biaya Perluasan Tahap II                                                           Rincian Biaya Investasi 
DED Tahap II  Rincian Investasi Jumlah 
pekerjaan pengarsipan  Rp            32.288.680,00  A. Investasi Tahap I  
pekerjaan pasangan  Rp      1.067.338.317,02  1. Nilai Bangunan dan Gedung  Rp     1.333.522.997,00  
pekerjaan beton  Rp      9.857.825.533,94  2. Biaya Pembebasan Lahan  Rp        108.600.000,00  
pengkerjaan  lantai  Rp          968.777.278,95  3. Belanja Tahap I  Rp           57.800.000,00  
pekerjaan plafont  Rp          267.246.921,60  4. Belanja Tahap II  Rp           56.824.063,00  
pekerjaan kusen, kaca, jendela 
dan penggantungan  Rp          701.428.416,48  5. Biaya Perluasan Tahap I  Rp  10.000.000.000,00  
pekerjaan cat  Rp            82.702.455,45  B. Investasi Tahap II  
pekerjaan sanitasi  Rp            89.560.965,20  1. Biaya Perluasan Tahap II  Rp  15.200.000.000,00  
pekerjaan lain - lain  Rp          290.500.000,00  C. Investasi Tahap III  
jumlah   Rp    13.357.668.568,64  1. Biaya Perluasan Tahap III  Rp  15.000.000.000,00  
jumlah pajak 10%  Rp      1.335.766.856,86  Total Biaya Investasi  Rp  41.756.747.060,00  
Jumlah Total  Rp    14.693.435.425,51  
pembulatan  Rp    14.693.435.000,00  









Lampiran 03        Estimasi Retribusi 
Bus Cepat AKAP/AKDP Tarif Bus 1 th    Pendapatan 
 2000 620849    Rp 1.241.698.000,00 
 2000 637806    Rp 1.275.612.000,00 
 2000 654763    Rp 1.309.526.000,00 
 2000 671720    Rp 1.343.440.000,00 
 2000 688678    Rp 1.377.356.000,00 
Bus Lambat AKAP / AKDP Tarif Jumlah Bus    Pendapatan 
 1500 460067    Rp     690.100.500,00 
 1500 442046    Rp     663.069.000,00 
 1500 424017    Rp     636.025.500,00 
 1500 405991    Rp     608.986.500,00 
 1500 387966    Rp     581.949.000,00 
Bus Malam dan Paspa Tarif Jumlah Bus 30 hari 12 bulan  Pendapatan 
FR 60 2000 30 30 12  Rp       21.600.000,00 
FR 70 2000 35 30 12  Rp       25.200.000,00 
FR 80 2000 40 30 12  Rp       28.800.000,00 
FR 90 2000 45 30 12  Rp       32.400.000,00 
FR 100 2000 50 30 12  Rp       36.000.000,00 
Parkir Cateran 50 mobil Tarif Jml carteran 30 hari 12 bulan lama Pendapatan 
FR 40 500 20 30 12 4 Rp       14.400.000,00 
FR 50 500 25 30 12 4 Rp       18.000.000,00 
FR 60 500 30 30 12 4 Rp       21.600.000,00 
FR 70 500 35 30 12 4 Rp       25.200.000,00 
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FR 80 500 40 30 12 4 Rp       28.800.000,00 
       
Taksi Tarif taksi 30 hari 12 bulan  Pendapatan 
 500 25 30 12  Rp       18.000.000,00 
mobil Tarif mobil 30 hari 12 bulan lama  
 500 40 30 12 4 Rp       28.800.000,00 
       
Parkir Sepeda Motor Tarif motor 30 hari 12 bulan arus Pendapatan 
 200 75 30 12 8 Rp       43.200.000,00 
 200 90 30 12 8 Rp       51.840.000,00 
       
Penitipan Sepeda Motor Tarif motor 30 hari 12 bulan  Pendapatan 
 500 930 30 12  Rp     167.400.000,00 
       
Penitipan Sepeda Tarif motor 30 hari 12 bulan  Pendapatan 
 200 75 30 12  Rp         5.400.000,00 
       
Retribusi Becak Masuk Tarif Becak 30 hari 12 bulan  Pendapatan 
FR 40 100 100 30 12  Rp         3.600.000,00 
FR 45 100 113 30 12  Rp         4.068.000,00 
FR 50 100 125 30 12  Rp         4.500.000,00 
FR 55 100 138 30 12  Rp         4.968.000,00 
FR 60 100 150 30 12  Rp         5.400.000,00 
Tempat Penjualan Karcis Tarif PO 30 hari 12 bulan  Pendapatan 
 1500 100 30 12  Rp       54.000.000,00 
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Jasa Ruang Tunggu Tarif pengunjung   Pendapatan 
 200 5681651    Rp 1.136.330.200,00 
 200 6047999    Rp 1.209.599.800,00 
 200 6414347    Rp 1.282.869.400,00 
 200 6780696    Rp 1.356.139.200,00 
 200 7147044    Rp 1.429.408.800,00 
Retribusi Kios Tarif luas kios 30 hari 12 bulan  Pendapatan 
 110 2500 30 12  Rp       99.000.000,00 
 110 2880 30 12  Rp     114.048.000,00 
Retribusi Warung Tarif luas kios 30 hari 12 bulan  Pendapatan 
FR 60 23 unit 100 69 30 12  Rp         2.484.000,00 
FR 70  27 unit 100 81 30 12  Rp         2.916.000,00 
FR 80 31 unit 100 93 30 12  Rp         3.348.000,00 
FR 90  35 unit 100 105 30 12  Rp         3.780.000,00 
FR 100 39 unit 100 117 30 12  Rp         4.212.000,00 
Tanda Pengenal 
Pedagang Tarif pedagang    Pendapatan 
 5000 1263    Rp         6.315.000,00 
Asongan Tarif Pengasong 30 hari 12 bulan  Pendapatan 
FR 50 500 125 30 12  Rp       22.500.000,00 
FR 55 500 138 30 12  Rp       24.840.000,00 
FR 60 500 150 30 12  Rp       27.000.000,00 
FR 65 500 163 30 12  Rp       29.340.000,00 
FR 70 500 135 30 12  Rp       24.300.000,00 
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sewa warung luas tarif    Pendapatan 
23 unit 69 1950000    Rp     134.550.000,00 
4 unit 12 1950000    Rp       23.400.000,00 
4 unit 12 1950000    Rp       23.400.000,00 
4 unit 12 1950000    Rp       23.400.000,00 
4 unit 12 1950000    Rp       23.400.000,00 
SIP kios jumlah tarif    Pendapatan 
 144 8000    Rp         1.152.000,00 
warung jumlah tarif    Pendapatan 
 23 8000    Rp             184.000,00 
 27 8000    Rp             216.000,00 
 31 8000    Rp             248.000,00 
 34 8000    Rp             272.000,00 
 39 8000    Rp             312.000,00 
 
Lampiran 04     Perhitungan Peramalan Bus Cepat, Lambat, JRT 
Bus Cepat 
tahun y x x2 xy  
2000 341804 1 1 341804 b 
2001 367448 2 4 734896 13989695 
2002 467781 3 9 1403343 825 
2003 554001 4 16 2216004 16957,20606 
2004 580745 5 25 2903725  
2005 567762 6 36 3406572  
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2006 498629 7 49 3490403 a 
2007 505989 8 64 4047912 400405,0667 
2008 519236 9 81 4673124  
2009 533302 10 100 5333020  
 4936697 55 385 28550803  







   




Hasil Peramalan Jumlah Bus Cepat  
 









Tahun y x x2 xy  
2000 687388 1 1 687388 b 
2001 678528 2 4 1357056 -14870685 
2002 611197 3 9 1833591 825 
2003 607218 4 16 2428872 18025,07273 
2004 620845 5 25 3104225  
2005 595880 6 36 3575280  
2006 553170 7 49 3872190 a 
2007 532064 8 64 4256512 694392,6 
2008 525744 9 81 4731696  
2009 540513 10 100 5405130  
















Hasil Peramalan Jumlah Bus Lambat 
 







Jasa Ruang Tunggu  Pada Tahun 2006-2009 
 
 2006 2007 2008 2009 
Januari 312690 368125 341815 329420 
Februari 248546 251550 304254 292455 
Maret 240861 293090 334170 323135 
April 254930 325620 304127 308450 
Mei 269415 325170 332700 352745 
Juni 257775 339930 350480 415920 
Juli 306525 380396 389295 428830 
Agustus 272580 322295 334730 351665 
September 246390 270220 267745 551160 
Oktober 380575 634635 625525 407395 
November 264240 273610 286240 417025 




2006 2007 2008 2009 
267365,7 304255 326746,3 315003,3333 
260706,7 330240 329102,3 359038,3333 
275165 324303,7 330590 443885 
297188,3 415795 440146,7 418971,6667 
 JRT tsa sa   
1 802097 7425058 928132,3 -4 22896,77 
2 782120   -3  
3 825495   -2  
4 891565   -1  
5 912765   0  
6 990720   1  
7 972911   2  
8 1247385   3  
9 980239 8890451 1111306 4  
10 987307   5  
11 991770   6  
12 1320440   7  
13 945010   8  
14 1077115   9  
15 1331655   10  






Tsa: jumlah rata-rata setengah bagian untuk awal dan setengah bagian akhir 
Sa: rata-rata data triwulanan 





















Lampiran 05     Tabel estimasi perhitungan pendapatan retribusi 
Jenis Retribusi Pendapatan Pendapatan 
 Bus Cepat AKAP/AKDP   Rp   1.241.698.000,00   Rp   1.275.612.000,00  
 Bus Lambat AKAP / AKDP   Rp       690.100.500,00   Rp       663.069.000,00  
 Bus Malam dan Paspa   Rp         21.600.000,00   Rp         25.200.000,00  
 Parkir Cateran    Rp         14.400.000,00   Rp         18.000.000,00  
 Parkir Taksi   Rp         18.000.000,00   Rp         18.000.000,00  
 Parkir Mobil Pribadi   Rp         28.800.000,00   Rp         28.800.000,00  
 Parkir Sepeda Motor   Rp         43.200.000,00   Rp         51.840.000,00  
 Penitpan Sepeda Motor   Rp       167.400.000,00   Rp       167.400.000,00  
 Penitipan Sepeda   Rp            5.400.000,00   Rp            5.400.000,00  
 Retribusi Becak Masuk FR    Rp            3.600.000,00   Rp            4.068.000,00  
 Tempat Penjualan Karcis   Rp         54.000.000,00   Rp         54.000.000,00  
 Jasa Ruang Tunggu   Rp   1.136.330.200,00   Rp   1.209.599.800,00  
 Retribusi Kios   Rp         99.000.000,00   Rp       114.048.000,00  
 Retribusi Warung  Makan   Rp            2.484.000,00   Rp            2.916.000,00  
 Tanda Pengenal Pedagang   Rp            6.315.000,00   Rp            6.315.000,00  
 Retribusi Asongan    Rp         22.500.000,00   Rp         24.840.000,00  
 SIP kios   Rp            1.152.000,00   Rp            1.152.000,00  
 SIP warung   Rp               184.000,00   Rp               216.000,00  
 Sewa warung 23 unit   Rp       134.550.000,00   Rp         23.400.000,00  
Pendapatan   Rp   3.690.713.700,00   Rp   3.693.875.800,00  




Lampiran 06       Tabel estimasi perhitungan biaya 
jenis biaya    
penyediaan jasa tenaga Honorer  Rp      888.017.000,00   Rp       888.017.000,00   Rp     888.017.000,00  
gaji tenaga  honorium tambahan  Rp                                -     Rp                                 -     Rp     131.880.000,00  
belanja surat menyurat  Rp          1.500.000,00   Rp           1.500.000,00   Rp         1.500.000,00  
penyediaan jasa komunikasi, air, listrik,   Rp      103.220.000,00   Rp       154.830.000,00   Rp     154.830.000,00  
penyediaan jasa peralatan & perlengkapan 
kantor  Rp        20.000.000,00   Rp         20.000.000,00   Rp       20.000.000,00  
penyediaan jasa kebersihan kantor  Rp      100.000.000,00   Rp       150.000.000,00   Rp     150.000.000,00  
penyediaan perbaikan peralatan kerja  Rp        14.672.000,00   Rp         14.672.000,00   Rp       14.672.000,00  
penyediaan alat tulis kantor  Rp        19.000.000,00   Rp         19.000.000,00   Rp       19.000.000,00  
penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Rp        19.000.000,00   Rp         19.000.000,00   Rp       19.475.000,00  
penyediaan komponen instalansi listrik  Rp          7.000.000,00   Rp           7.000.000,00   Rp         7.000.000,00  
penyediaan peralatan & perlengkapan kantor  Rp                                -     Rp         66.947.500,00   Rp       66.947.500,00  
penyediaan makanan & minuman  Rp        62.000.000,00   Rp         62.000.000,00   Rp       62.000.000,00  
rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar 
daerah  Rp          6.000.000,00   Rp           6.000.000,00   Rp         6.000.000,00  
pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor  Rp      100.000.000,00   Rp       100.000.000,00   Rp     100.000.000,00  
perencanaan pembangunan prasarana & fas 
perhubungan  Rp                                -     Rp         11.000.000,00   Rp                               -    
peningkatan pengelolaan terminal / angkutan 
darat  Rp      191.000.000,00   Rp       191.000.000,00   Rp     191.000.000,00  
keg. Penciptaan keamanan & kenyamanan 
penumpang  Rp        40.000.000,00   Rp         60.000.000,00   Rp       60.000.000,00  
Total Biaya  Rp  1.571.409.000,00   Rp   1.770.966.500,00   Rp 1.892.321.500,00  
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Lampiran 07     Tabel Estimasi Benefit dan Cost 
Benefit Cost 
0 0 
 Rp     3.275.249.100,00   Rp 2.301.206.283,00  
 Rp     3.256.494.700,00   Rp 1.571.409.000,00  
 Rp     3.337.907.067,50   Rp 1.770.966.500,00  
 Rp     5.536.070.550,00   Rp 1.892.321.500,00  
 Rp     5.540.813.700,00   Rp 1.903.808.375,00  
 Rp     5.676.407.850,00   Rp 1.893.307.421,88  
 Rp     5.812.321.050,00   Rp 2.034.761.344,92  
 Rp     5.937.139.200,00   Rp 2.069.233.156,04  
 Rp     6.233.996.160,00   Rp 2.080.770.574,95  
 Rp     6.545.695.968,00   Rp 2.070.321.429,32  
 Rp     6.872.980.766,40   Rp 2.081.886.055,05  
 Rp     7.216.629.804,72   Rp 2.223.896.186,43  
 Rp     7.577.461.294,96   Rp 2.280.436.896,34  
 Rp     7.956.334.359,70   Rp 2.270.044.936,50  
 Rp     8.354.151.077,69   Rp 2.281.668.177,66  
 Rp     8.771.858.631,57   Rp 2.271.306.999,85  
 Rp     9.210.451.563,15   Rp 2.455.131.071,60  
 Rp     9.670.974.141,31   Rp 2.489.749.734,16  
 Rp   10.154.522.848,38   Rp 2.501.437.675,79  
 Rp   10.662.248.990,79   Rp 2.491.142.815,96  
 Rp   11.195.361.440,33   Rp 2.502.865.584,64  
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 Rp   11.755.129.512,35   Rp 2.686.487.379,43  
 Rp   12.342.885.987,97   Rp 2.743.194.238,27  
 Rp   12.960.030.287,37   Rp 2.732.972.581,07  
 Rp   13.608.031.801,73   Rp 2.744.770.382,45 
 
 
Lampiran 08     Tabel Perhitungan Net Present Value (NPV) 
Tahun Inveatasi biaya operasi Total Cost Benefit 
0 Rp 11.556.747.060,00 0 Rp  11.556.747.060,00 0 
1 0 Rp   2.301.206.283,00 Rp    2.301.206.283,00 Rp    3.275.249.100,00 
2 Rp 15.200.000.000,00 Rp   1.571.409.000,00 Rp  16.771.409.000,00 Rp    3.256.494.700,00 
3 Rp 15.000.000.000,00 Rp   1.770.966.500,00 Rp  16.770.966.500,00 Rp    3.337.907.067,50 
4  Rp   1.892.321.500,00 Rp    1.892.321.500,00 Rp    5.536.070.550,00 
5  Rp   1.903.808.375,00 Rp    1.903.808.375,00 Rp    5.540.813.700,00 
6  Rp   1.893.307.421,88 Rp    1.893.307.421,88 Rp    5.676.407.850,00 
7  Rp   2.034.761.344,92 Rp    2.034.761.344,92 Rp    5.812.321.050,00 
8  Rp   2.069.233.156,04 Rp    2.069.233.156,04 Rp    5.937.139.200,00 
9  Rp   2.080.770.574,95 Rp    2.080.770.574,95 Rp    6.233.996.160,00 
10  Rp   2.070.321.429,32 Rp    2.070.321.429,32 Rp    6.545.695.968,00 
11  Rp   2.081.886.055,05 Rp    2.081.886.055,05 Rp    6.872.980.766,40 
12  Rp   2.223.896.186,43 Rp    2.223.896.186,43 Rp    7.216.629.804,72 
13  Rp   2.280.436.896,34 Rp    2.280.436.896,34 Rp    7.577.461.294,96 
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Tahun Inveatasi biaya operasi Total Cost Benefit 
14  Rp   2.270.044.936,50 Rp    2.270.044.936,50 Rp    7.956.334.359,70 
15  Rp   2.281.668.177,66 Rp    2.281.668.177,66 Rp    8.354.151.077,69 
16  Rp   2.271.306.999,85 Rp    2.271.306.999,85 Rp    8.771.858.631,57 
17  Rp   2.455.131.071,60 Rp    2.455.131.071,60 Rp    9.210.451.563,15 
18  Rp   2.489.749.734,16 Rp    2.489.749.734,16 Rp    9.670.974.141,31 
19  Rp   2.501.437.675,79 Rp    2.501.437.675,79 Rp  10.154.522.848,38 
20  Rp   2.491.142.815,96 Rp    2.491.142.815,96 Rp  10.662.248.990,79 
21  Rp   2.502.865.584,64 Rp    2.502.865.584,64 Rp  11.195.361.440,33 
22  Rp   2.686.487.379,43 Rp    2.686.487.379,43 Rp  11.755.129.512,35 
23  Rp   2.743.194.238,27 Rp    2.743.194.238,27 Rp  12.342.885.987,97 
24  Rp   2.732.972.581,07 Rp    2.732.972.581,07 Rp  12.960.030.287,37 
25  Rp   2.744.770.382,45 Rp   2.744.770.382,45 Rp  13.608.031.801,73 
 Rp 41.756.747.060,00 Rp 56.345.096.300,31 Rp 98.101.843.360,31 Rp199.461.147.853,93 
 
Net Benefit DF12% NPV 12% 
Rp   (11.556.747.060,00) 1,0000 Rp(11.556.747.060,00) 
Rp         974.042.817,00 0,8929 Rp       869.722.831,30 
Rp   (13.514.914.300,00) 0,7972 Rp(10.774.089.679,96) 
Rp   (13.433.059.432,50) 0,7118 Rp  (9.561.651.704,05) 
Rp      3.643.749.050,00 0,6355 Rp    2.315.602.521,28 
Rp      3.637.005.325,00 0,5674 Rp    2.063.636.821,41 
Rp      3.783.100.428,13 0,5066 Rp    1.916.518.676,89 
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Net Benefit DF12% NPV 12% 
Rp      3.777.559.705,08 0,4523 Rp    1.708.590.254,61 
Rp      3.867.906.043,96 0,4039 Rp    1.562.247.251,15 
Rp      4.153.225.585,05 0,3606 Rp    1.497.653.145,97 
Rp      4.475.374.538,68 0,3220 Rp    1.441.070.601,46 
Rp      4.791.094.711,35 0,2875 Rp    1.377.439.729,51 
Rp      4.992.733.618,29 0,2567 Rp    1.281.634.719,82 
Rp      5.297.024.398,62 0,2292 Rp    1.214.077.992,16 
Rp      5.686.289.423,21 0,2046 Rp    1.163.414.815,99 
Rp      6.072.482.900,03 0,1827 Rp    1.109.442.625,84 
Rp      6.500.551.631,72 0,1631 Rp    1.060.239.971,13 
Rp      6.755.320.491,55 0,1456 Rp       983.574.663,57 
Rp      7.181.224.407,15 0,1300 Rp       933.559.172,93 
Rp      7.653.085.172,58 0,1161 Rp       888.523.188,54 
Rp      8.171.106.174,83 0,1037 Rp       847.343.710,33 
Rp      8.692.495.855,70 0,0926 Rp       804.925.116,24 
Rp      9.068.642.132,92 0,0826 Rp       749.069.840,18 
Rp      9.599.691.749,70 0,0738 Rp       708.457.251,13 
Rp    10.227.057.706,29 0,0659 Rp       673.963.102,84 
Rp    10.863.261.419,28 0,0588 Rp       638.759.771,45 
Rp  101.359.304.493,93  Rp  (4.083.020.668,30) 
 




Lampiran 09    Tabel  Perhitungan Net Benefit Cost Ratio 
Benefit Net Benefit DF12% NPV 12% 
0 Rp   (11.556.747.060,00) 1,0000 Rp(11.556.747.060,00) 
Rp    3.275.249.100,00 Rp         974.042.817,00 0,8929 Rp       869.722.831,30 
Rp    3.256.494.700,00 Rp   (13.514.914.300,00) 0,7972 Rp(10.774.089.679,96) 
Rp    3.337.907.067,50 Rp   (13.433.059.432,50) 0,7118 Rp  (9.561.651.704,05) 
Rp    5.536.070.550,00 Rp      3.643.749.050,00 0,6355 Rp    2.315.602.521,28 
Rp    5.540.813.700,00 Rp      3.637.005.325,00 0,5674 Rp    2.063.636.821,41 
Rp    5.676.407.850,00 Rp      3.783.100.428,13 0,5066 Rp    1.916.518.676,89 
Rp    5.812.321.050,00 Rp      3.777.559.705,08 0,4523 Rp    1.708.590.254,61 
Rp    5.937.139.200,00 Rp      3.867.906.043,96 0,4039 Rp    1.562.247.251,15 
Rp    6.233.996.160,00 Rp      4.153.225.585,05 0,3606 Rp    1.497.653.145,97 
Rp    6.545.695.968,00 Rp      4.475.374.538,68 0,3220 Rp    1.441.070.601,46 
Rp    6.872.980.766,40 Rp      4.791.094.711,35 0,2875 Rp    1.377.439.729,51 
Rp    7.216.629.804,72 Rp      4.992.733.618,29 0,2567 Rp    1.281.634.719,82 
Rp    7.577.461.294,96 Rp      5.297.024.398,62 0,2292 Rp    1.214.077.992,16 
Rp    7.956.334.359,70 Rp      5.686.289.423,21 0,2046 Rp    1.163.414.815,99 
Rp    8.354.151.077,69 Rp      6.072.482.900,03 0,1827 Rp    1.109.442.625,84 
Rp    8.771.858.631,57 Rp      6.500.551.631,72 0,1631 Rp    1.060.239.971,13 
Rp    9.210.451.563,15 Rp      6.755.320.491,55 0,1456 Rp       983.574.663,57 
Rp    9.670.974.141,31 Rp      7.181.224.407,15 0,1300 Rp       933.559.172,93 
Rp  10.154.522.848,38 Rp      7.653.085.172,58 0,1161 Rp       888.523.188,54 
Rp  10.662.248.990,79 Rp      8.171.106.174,83 0,1037 Rp       847.343.710,33 
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Benefit Net Benefit DF12% NPV 12% 
Rp  11.195.361.440,33 Rp      8.692.495.855,70 0,0926 Rp       804.925.116,24 
Rp  11.755.129.512,35 Rp      9.068.642.132,92 0,0826 Rp       749.069.840,18 
Rp  12.342.885.987,97 Rp      9.599.691.749,70 0,0738 Rp       708.457.251,13 
Rp  12.960.030.287,37 Rp    10.227.057.706,29 0,0659 Rp       673.963.102,84 
Rp  13.608.031.801,73 Rp    10.863.261.419,28 0,0588 Rp       638.759.771,45 
Rp199.461.147.853,93 Rp  101.359.304.493,93  Rp  (4.083.020.668,30) 
 
                                              NPV Positif =  Rp 27.809.467.775,71 
Net BC =                                                                         = 0,871975475 
                                            NPV Negatif  =  Rp 31.892.488.444,01 
 
 
Lampiran 10     Tabel Perhitungan Gross BC Ratio 
Tahun Total Cost Benefit DF12% PV  Benefit PV Cost 
0 Rp 11.556.747.060,00 0 1,0000 Rp                             - Rp    11.556.747.060,00 
1 Rp   2.301.206.283,00 Rp    3.275.249.100,00 0,8929 Rp    2.924.469.921,39 Rp      2.054.747.090,09 
2 Rp 16.771.409.000,00 Rp    3.256.494.700,00 0,7972 Rp    2.596.077.574,84 Rp    13.370.167.254,80 
3 Rp 16.770.966.500,00 Rp    3.337.907.067,50 0,7118 Rp    2.375.922.250,65 Rp    11.937.573.954,70 
4 Rp   1.892.321.500,00 Rp    5.536.070.550,00 0,6355 Rp    3.518.172.834,53 Rp      1.202.570.313,25 
5 Rp   1.903.808.375,00 Rp    5.540.813.700,00 0,5674 Rp    3.143.857.693,38 Rp      1.080.220.871,98 
6 Rp   1.893.307.421,88 Rp    5.676.407.850,00 0,5066 Rp    2.875.668.216,81 Rp         959.149.539,92 
7 Rp   2.034.761.344,92 Rp    5.812.321.050,00 0,4523 Rp    2.628.912.810,92 Rp         920.322.556,31 
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Tahun Total Cost Benefit DF12% PV  Benefit PV Cost 
8 Rp   2.069.233.156,04 Rp    5.937.139.200,00 0,4039 Rp    2.398.010.522,88 Rp         835.763.271,73 
9 Rp   2.080.770.574,95 Rp    6.233.996.160,00 0,3606 Rp    2.247.979.015,30 Rp         750.325.869,33 
10 Rp   2.070.321.429,32 Rp    6.545.695.968,00 0,3220 Rp    2.107.714.101,70 Rp         666.643.500,24 
11 Rp   2.081.886.055,05 Rp    6.872.980.766,40 0,2875 Rp    1.975.981.970,34 Rp         598.542.240,83 
12 Rp   2.223.896.186,43 Rp    7.216.629.804,72 0,2567 Rp    1.852.508.870,87 Rp         570.874.151,06 
13 Rp   2.280.436.896,34 Rp    7.577.461.294,96 0,2292 Rp    1.736.754.128,80 Rp         522.676.136,64 
14 Rp   2.270.044.936,50 Rp    7.956.334.359,70 0,2046 Rp    1.627.866.010,00 Rp         464.451.194,01 
15 Rp   2.281.668.177,66 Rp    8.354.151.077,69 0,1827 Rp    1.526.303.401,89 Rp         416.860.776,06 
16 Rp   2.271.306.999,85 Rp    8.771.858.631,57 0,1631 Rp    1.430.690.142,81 Rp         370.450.171,68 
17 Rp   2.455.131.071,60 Rp    9.210.451.563,15 0,1456 Rp    1.341.041.747,59 Rp         357.467.084,02 
18 Rp   2.489.749.734,16 Rp    9.670.974.141,31 0,1300 Rp    1.257.226.638,37 Rp         323.667.465,44 
19 Rp   2.501.437.675,79 Rp  10.154.522.848,38 0,1161 Rp    1.178.940.102,70 Rp         290.416.914,16 
20 Rp   2.491.142.815,96 Rp  10.662.248.990,79 0,1037 Rp    1.105.675.220,35 Rp         258.331.510,02 
21 Rp   2.502.865.584,64 Rp  11.195.361.440,33 0,0926 Rp    1.036.690.469,37 Rp         231.765.353,14 
22 Rp   2.686.487.379,43 Rp  11.755.129.512,35 0,0826 Rp       970.973.697,72 Rp         221.903.857,54 
23 Rp   2.743.194.238,27 Rp  12.342.885.987,97 0,0738 Rp       910.904.985,91 Rp         202.447.734,78 
24 Rp   2.732.972.581,07 Rp  12.960.030.287,37 0,0659 Rp       854.065.995,94 Rp         180.102.893,09 
25 Rp   2.744.770.382,45 Rp  13.608.031.801,73 0,0588 Rp       800.152.269,94 Rp         161.392.498,49 
 Rp 98.101.843.360,31 Rp199.461.147.853,93  Rp  46.422.560.594,99 Rp    50.505.581.263,29 
 
PV Benefit   = Rp   46.422.560.594,99 
Gross B C =                                                                               =     0,91915704 
PV Cost        = Rp 50.505.581.263,29  
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Lampiran 11    Tabel Perhitungan Internal Rate of Return 
Tahun DF12% NPV 12%  DF 10 % NPV 10% 
0 1,0000   Rp (11.556.747.060,00) 1  Rp (11.556.747.060,00) 
1 0,8929   Rp       869.722.831,30  0,9091  Rp       885.502.324,93  
2 0,7972   Rp (10.774.089.679,96) 0,8264  Rp (11.168.725.177,52) 
3 0,7118   Rp   (9.561.651.704,05) 0,7513  Rp (10.092.257.551,64) 
4 0,6355   Rp    2.315.602.521,28  0,683  Rp    2.488.680.601,15  
5 0,5674   Rp    2.063.636.821,41  0,6209  Rp    2.258.216.606,29  
6 0,5066   Rp    1.916.518.676,89  0,5645  Rp    2.135.560.191,68  
7 0,4523   Rp    1.708.590.254,61  0,5132  Rp    1.938.643.640,65  
8 0,4039   Rp    1.562.247.251,15  0,4665  Rp    1.804.378.169,51  
9 0,3606   Rp    1.497.653.145,97  0,4241  Rp    1.761.382.970,62  
10 0,3220   Rp    1.441.070.601,46  0,3855  Rp    1.725.256.884,66  
11 0,2875   Rp    1.377.439.729,51  0,3505  Rp    1.679.278.696,33  
12 0,2567   Rp    1.281.634.719,82  0,3186  Rp    1.590.684.930,79  
13 0,2292   Rp    1.214.077.992,16  0,2897  Rp    1.534.547.968,28  
14 0,2046   Rp    1.163.414.815,99  0,2633  Rp    1.497.200.005,13  
15 0,1827   Rp    1.109.442.625,84  0,2394  Rp    1.453.752.406,27  
16 0,1631   Rp    1.060.239.971,13  0,2176  Rp    1.414.520.035,06  
17 0,1456   Rp       983.574.663,57  0,1978  Rp    1.336.202.393,23  
18 0,1300   Rp       933.559.172,93  0,1799  Rp    1.291.902.270,85  
19 0,1161   Rp       888.523.188,54  0,1635  Rp    1.251.279.425,72  
20 0,1037   Rp       847.343.710,33  0,1486  Rp    1.214.226.377,58  
21 0,0926   Rp       804.925.116,24  0,1351  Rp    1.174.356.190,10  
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Tahun DF12% NPV 12%  DF 10 % NPV 10% 
22 0,0826   Rp       749.069.840,18  0,1228  Rp    1.113.629.253,92  
23 0,0738   Rp       708.457.251,13  0,1117  Rp    1.072.285.568,44  
24 0,0659   Rp       673.963.102,84  0,1015  Rp    1.038.046.357,19  
25 0,0588  Rp       638.759.771,45 0,0923  Rp    1.002.679.029,00  
  Rp  (4.083.020.668,30)   Rp    1.844.482.508,21  
 
                                           Rp (4.083.020.668,30) 
IRR =  12 +                                                                           X (10-12)  =  10,6223472 




Lampiran 12     Tabel Perhitungan Profitability Ratio 
Tahun Inveatasi Biaya Operasi Benefit 
0 Rp 11.556.747.060,00 0 0 
1 0 Rp   2.301.206.283,00 Rp    3.275.249.100,00 
2 Rp 15.200.000.000,00 Rp   1.571.409.000,00 Rp    3.256.494.700,00 
3 Rp 15.000.000.000,00 Rp   1.770.966.500,00 Rp    3.337.907.067,50 
4  Rp   1.892.321.500,00 Rp    5.536.070.550,00 
5  Rp   1.903.808.375,00 Rp    5.540.813.700,00 
6  Rp   1.893.307.421,88 Rp    5.676.407.850,00 
7  Rp   2.034.761.344,92 Rp    5.812.321.050,00 
144 
 
Tahun Inveatasi Biaya Operasi Benefit 
8  Rp   2.069.233.156,04 Rp    5.937.139.200,00 
9  Rp   2.080.770.574,95 Rp    6.233.996.160,00 
10  Rp   2.070.321.429,32 Rp    6.545.695.968,00 
11  Rp   2.081.886.055,05 Rp    6.872.980.766,40 
12  Rp   2.223.896.186,43 Rp    7.216.629.804,72 
13  Rp   2.280.436.896,34 Rp    7.577.461.294,96 
14  Rp   2.270.044.936,50 Rp    7.956.334.359,70 
15  Rp   2.281.668.177,66 Rp    8.354.151.077,69 
16  Rp   2.271.306.999,85 Rp    8.771.858.631,57 
17  Rp   2.455.131.071,60 Rp    9.210.451.563,15 
18  Rp   2.489.749.734,16 Rp    9.670.974.141,31 
19  Rp   2.501.437.675,79 Rp  10.154.522.848,38 
20  Rp   2.491.142.815,96 Rp  10.662.248.990,79 
21  Rp   2.502.865.584,64 Rp  11.195.361.440,33 
22  Rp   2.686.487.379,43 Rp  11.755.129.512,35 
23  Rp   2.743.194.238,27 Rp  12.342.885.987,97 
24  Rp   2.732.972.581,07 Rp  12.960.030.287,37 
25  Rp   2.744.770.382,45 Rp  13.608.031.801,73 






Tahun DF12% PV Investasi PV  Benefit PV OM 
0 1,0000 Rp  11.556.747.060,00 Rp                            - Rp                             - 
1 0,8929 Rp                             - Rp    2.924.469.921,39 Rp    2.054.747.090,09 
2 0,7972 Rp  12.117.440.000,00 Rp    2.596.077.574,84 Rp    1.252.727.254,80 
3 0,7118 Rp  10.677.000.000,00 Rp    2.375.922.250,65 Rp    1.260.573.954,70 
4 0,6355 Rp                             - Rp    3.518.172.834,53 Rp    1.202.570.313,25 
5 0,5674 Rp                             - Rp    3.143.857.693,38 Rp    1.080.220.871,98 
6 0,5066 Rp                             - Rp    2.875.668.216,81 Rp       959.149.539,92 
7 0,4523 Rp                             - Rp    2.628.912.810,92 Rp       920.322.556,31 
8 0,4039 Rp                             - Rp    2.398.010.522,88 Rp       835.763.271,73 
9 0,3606  Rp    2.247.979.015,30 Rp       750.325.869,33 
10 0,3220  Rp    2.107.714.101,70 Rp       666.643.500,24 
11 0,2875  Rp    1.975.981.970,34 Rp       598.542.240,83 
12 0,2567  Rp    1.852.508.870,87 Rp       570.874.151,06 
13 0,2292  Rp    1.736.754.128,80 Rp       522.676.136,64 
14 0,2046  Rp    1.627.866.010,00 Rp       464.451.194,01 
15 0,1827  Rp    1.526.303.401,89 Rp       416.860.776,06 
16 0,1631  Rp    1.430.690.142,81 Rp       370.450.171,68 
17 0,1456  Rp    1.341.041.747,59 Rp       357.467.084,02 
18 0,1300  Rp    1.257.226.638,37 Rp       323.667.465,44 
19 0,1161  Rp    1.178.940.102,70 Rp       290.416.914,16 
20 0,1037  Rp    1.105.675.220,35 Rp       258.331.510,02 
21 0,0926  Rp    1.036.690.469,37 Rp       231.765.353,14 
22 0,0826  Rp       970.973.697,72 Rp       221.903.857,54 
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Tahun DF12% PV Investasi PV  Benefit PV OM 
23 0,0738  Rp       910.904.985,91 Rp       202.447.734,78 
24 0,0659  Rp       854.065.995,94 Rp       180.102.893,09 
25 0,0588  Rp       800.152.269,94 Rp       161.392.498,49 
  Rp  34.351.187.060,00 Rp  46.422.560.594,99 Rp  16.154.394.203,29 
            
            PV Net Benefit  =  Rp   46.422.560.594,99 -- Rp  16.154.394.203,29 
PR  =                                                                                                                                 =  0,881138877 




Lampiran 13     Tabel Perhitungan Payback Periode 
Tahun Total Cost Benefit Net Benefit Komulatif Cash Flow 
0 Rp 11.556.747.060,00 0 Rp    (11.556.747.060,00)  
1 Rp   2.301.206.283,00 Rp    3.275.249.100,00 Rp           974.042.817,00 Rp (10.582.704.243,00) 
2 Rp 16.771.409.000,00 Rp    3.256.494.700,00 Rp    (13.514.914.300,00) Rp (24.097.618.543,00) 
3 Rp 16.770.966.500,00 Rp    3.337.907.067,50 Rp    (13.433.059.432,50) Rp (37.530.677.975,50) 
4 Rp   1.892.321.500,00 Rp    5.536.070.550,00 Rp        3.643.749.050,00 Rp (33.886.928.925,50) 
5 Rp   1.903.808.375,00 Rp    5.540.813.700,00 Rp        3.637.005.325,00 Rp (30.249.923.600,50) 
6 Rp   1.893.307.421,88 Rp    5.676.407.850,00 Rp        3.783.100.428,13 Rp (26.466.823.172,38) 
7 Rp   2.034.761.344,92 Rp    5.812.321.050,00 Rp        3.777.559.705,08 Rp (22.689.263.467,30) 
8 Rp   2.069.233.156,04 Rp    5.937.139.200,00 Rp        3.867.906.043,96 Rp (18.821.357.423,34) 
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Tahun Total Cost Benefit Net Benefit Komulatif Cash Flow 
9 Rp   2.080.770.574,95 Rp    6.233.996.160,00 Rp        4.153.225.585,05 Rp (14.668.131.838,29) 
10 Rp   2.070.321.429,32 Rp    6.545.695.968,00 Rp        4.475.374.538,68 Rp (10.192.757.299,61) 
11 Rp   2.081.886.055,05 Rp    6.872.980.766,40 Rp        4.791.094.711,35 Rp   (5.401.662.588,26) 
12 Rp   2.223.896.186,43 Rp    7.216.629.804,72 Rp        4.992.733.618,29 Rp      (408.928.969,97) 
13 Rp   2.280.436.896,34 Rp    7.577.461.294,96 Rp       5.297.024.398,62 Rp    4.888.095.428,65 
14 Rp   2.270.044.936,50 Rp    7.956.334.359,70 Rp        5.686.289.423,21  
15 Rp   2.281.668.177,66 Rp    8.354.151.077,69 Rp        6.072.482.900,03  
16 Rp   2.271.306.999,85 Rp    8.771.858.631,57 Rp        6.500.551.631,72  
17 Rp   2.455.131.071,60 Rp    9.210.451.563,15 Rp        6.755.320.491,55  
18 Rp   2.489.749.734,16 Rp    9.670.974.141,31 Rp        7.181.224.407,15  
19 Rp   2.501.437.675,79 Rp  10.154.522.848,38 Rp        7.653.085.172,58  
20 Rp   2.491.142.815,96 Rp  10.662.248.990,79 Rp        8.171.106.174,83  
21 Rp   2.502.865.584,64 Rp  11.195.361.440,33 Rp        8.692.495.855,70  
22 Rp   2.686.487.379,43 Rp  11.755.129.512,35 Rp        9.068.642.132,92  
23 Rp   2.743.194.238,27 Rp  12.342.885.987,97 Rp        9.599.691.749,70  
24 Rp   2.732.972.581,07 Rp  12.960.030.287,37 Rp      10.227.057.706,29  
25 Rp   2.744.770.382,45 Rp  13.608.031.801,73 Rp      10.873.443.672,87  
 Rp 98.101.843.360,31 Rp199.461.147.853,93 Rp    101.369.486.747,20  
 
                                                            Rp  5.297.024.398,62 -- Rp 4.888.095.428,65 
Payback Periode =  12  Tahun+                                                                                        =    12 tahun   0,9264 bulan           







LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA 
NOMOR : 16   TAHUN 2004   SERI : E   NOMOR : 8 
 
WALIKOTA  SURAKARTA 
 
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA 
 
NOMOR  :  13  TAHUN  2004 
 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 
TENTANG TERMINAL PENUMPANG 
   
WALIKOTA SURAKARTA 
Menimbang   a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang yang telah diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Tanggal 20 Pebruari 2002 Nomor 2 Seri B Nomor 1, maka 
guna kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditindak lanjuti dengan Petunjuk 
Pelaksanaannya;     
b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota.     
  
Mengingat 
    :   
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3480);  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor  41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 




        
      
Menetapkan 
     
: KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATUR AN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 
2 TAHUN 2002 TENTANG TERMINAL PENUMPANG.     
 
   
Tahun 1997; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048);  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3527);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 
Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3529);   
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139);   
7. Peraturan Daerah Kotamadyas Daerah Tingkat II  Surakarta Nomor 3 Tahun 
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;   
8. Peraturan Daerah Kota  Surakarta Nomor 6  Tahun 2001 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;   
9. Peraturan Daerah Kota  Surakarta Nomor 2  Tahun 2002 tentang Terminal 
Penumpang.   
 
Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 
1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan;  
2.  Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
1995 tentang Terminal Transportasi;     
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BAB  I 
 
KETENTUAN  UMUM 
 
Pasal  1 
   
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
1.      Daerah adalah Daerah Kota Surakarta;  
2.      Walikota adalah Walikota Surakarta; 
3.      Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang 
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
4.      Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) adalah Dinas Lalu Lintas 
Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Surakarta;  
5.      Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi 
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
6.      Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, 
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk 
badan lainnya;   
7.      Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
menurunkan dan/atau menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar 
moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan 
angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan 
transportasi;  
8.      Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;  
9.      Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan pedesaan.  
10.  Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotoryang diperlengkapi dengan lebih 
dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan 
maupun tanpa perlengkapan bagasi;  
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11.  Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi 
dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;  
12.  Trayek antar kota antar propinsi yaitu trayek yang melalui lebih dari satu 
wilayah Propinsi;  
13.  Trayek antar kota dalam propinsi yaitu trayek yang melalui Kota/Kabupaten 
dalam satu wilayah Propinsi;  
14.  Trayek Kota yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Daerah;  
15.  Trayek Pedesaan yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah 
Daerah;  
16.  Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah 
pembayaran atas peggunaan fasilitas dan/atau pelayanan penggunaan terminal;  
17.  Jasa adalah kegiatan  Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati  
oleh orang pribadi atau badan;  
18.  Retribusi Jasa Usaha adaah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta;  
19.  Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;  
20.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;  
21.  Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda.  







BAB  II 
 




Penyelenggaraan Terminal Penumpang 
 
Pasal  2 
  Penyelenggaraan Terminal Penumpang meliputi layanan  :  
a.       pengelolaan; 
b.      pemeliharaan; 
c.       penertiban terminal. 
Pasal  3 
  (1)   Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a 
Keputusan ini meliputi : 
a.       kegiatan perencanaan operasional; 
b.      kegiatan pelaksanaan operasional; 
c.       kegiatan dan pengawasan operasional. 
   
(2)   Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh Kepala Urusan Perencanaan yang 
meliputi perencanaan dibidang  : 
a.       penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;  
b.      penataan fasilitas penumpang; 
c.       penataan fasilitas penunjang penumpang; 
d.      penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal; 
e.       penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;  
f.        penyusunan daftar perjalanan dalam Kartu Pengawasan (KP);  
g.       pengaturan jadwal petugas di terminal;  
h.       evaluasi sistem pengoperasian terminal. 
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 (3)   Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi  :  
a.       Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum didalam terminal;  
b.      Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan 
jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;  
c.       Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal 
yang ditetapkan;  
d.      Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;  
e.       Pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada 
penumpang;  
f.        Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal, yakni dengan 
jarak radius 100 m dari batas wiayah terminal;  
g.       Penyidikan pelanggaran; 
h.       Pencatatan dan pelaporan pelanggaran; 
i.         Pencatatan dan pelaporan jumlah bus dan penumpang yang datang maupun 
berangkat.  
  (4)   Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, dikoordinir oleh Kepala Urusan 
Pengawasan Pengendalian Lalulintas Terminal, yang meliputi :  
a.       Tarif angkutan; 
b.      Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;  
c.       Kapasitas muatan yang diijinkan; 
d.      Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;  
e.       Pemanfaatan terminal serta fasilitas penumpang sesuai peruntukannya;  
 
Pasal  4 
Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
Keputusan ini, dikoordinir oleh Kepala Urusan Kebersihan dan Pemeliharaan 
Bangunan, yang meliputi  :  
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a.       Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;  
b.      Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, 
marka dan papan informasi;  
c.       Merawat saluran-saluran air; 
d.      Merawat instalasi dan lampu penerangan;  
e.       Merawat alat komunikasi; 
f.        Merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran;  
g.       Merawat rambu-rambu lalu llintas;  
  Pelaksanaannya pemeliharaan terminal dikoordinir oleh Urusan Kebersihan dan 
Pemeliharaan Bangunan.  
   
Pasal  5 
Penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
Keputusan ini meliputi penertiban terhadap kegiatan yang dapat mengganggu 
fungsi pokok terminal, sedang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kepala Urusan 
Keamanan dan Ketertiban.  
   
Bagian Kedua 
Jasa Pelayanan Terminal Penumpang 
Pasal  6 
  Jasa pelayanan terminal penumpang dikoodinir oleh Kepala Urusan Pungutan, 
yang terdiri dari :  
a.       Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan 
menurunkan penumpang;  
b.      Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan angkutan selama menunggu 
pemberangkatan;  
c.       Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan 
umum penumpang;  
d.      Jasa penggunaan kios; 
e.       Tempat penjualan tiket; 
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f.        Ruang tunggu penumpang; 
g.       Tanda pengenal pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, pengasong, 
penyemir sepatu, dan pembersih bus;  
h.       Jasa pemasangan reklame; 
i.         Jasa Kebersihan; 
   
BAB  III 
 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIJINAN 
PENGGUNAAN KIOS/LOS, PEMINDAHTANGANAN KIOS/LOS, SEWA 
LOKET BUS MALAM, 






Penggunaan Kios dan/atau Los 
 
Pasal  7 
 (1)   Permohonan ijin penempatan bagi penggunaan kios dan/atau Los pedagang 
yang akan menjalankan usaha di terminal penumpang disampaikan secara tertulis 
kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah 
disediakan oleh UPTD Terminal sebagaimana dalam Lampiran I, dengan 
dilampiri :  
a.       Surat Permohonan lengkap dengan jenis usahanya;  
b.      Foto copy KTP dan KK;  
c.       Pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar;  
d.      Surat kesanggupan untuk mentaati segala peraturan yang berlaku.  
  (2)   Setiap permohonan Ijin Penempatan Kios dan/atau Los yang telah 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diterbitkan 
Surat Ijin Penempatan (Lampiran 2) dengan membayar retribusi dan biaya 
administrasi sesuai ketentuan Pasal 37 angka 10 Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 2 Tahun 2002, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) pada 
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Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dan diberikan bukti pembayaran. 
Sedangkan proses pelayanannya dikoordinir oleh Urusan Tata Usaha. 
   
Pasal  8 
Di dalam surat Ijin Penempatan dicantumkan identitas pedagang/dengan 
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain :  
a.       Kewajiban untuk membayar retribusi yang ditetapkan tepat pada waktunya;  
b.      Kewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, 
dan keindahan lingkungan;  
c.       Larangan untuk merubah dan/atau menambah bangunan, menambah 
dan/atau merubah instalasi listrik tanpa seijin pejabat yang berwenang;  
d.      Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan/ usaha tanpa seijin pejabat 
yang ditunjuk.  
Pasal  9 
  (1)   Surat Ijin Penempatan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan 
dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang dengan ketentuan sebagai 
berikut.  
a.       Mengisi permohonan; 
b.      Membayar retribusi, lunas yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;  
c.       Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah); 
d.      Pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar;  
e.       Kartu Tanda Pengenal pemilik Surat Ijin Penempatan yang lama;  
f.        Surat Ijin Penempatan yang sama atas nama pemilik Surat Ijin Penempatan 
Kios/Los yang bersngkutan;  
  Surat Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Penempatan sebagaimana dalam 
Lampiran 3.  
   
Pasal  10 
  Pedagang pemegang SIP Kios dan/atau Los yang penggunaan listrik dan air 
minumnya mengambil dari aliran kantor terminal (tidak memasang sendiri 
langsung PLN atau PDAM) diharuskan membayar pengganti biaya penerangan 
(listrik) dan air yang disediakan baginya, yang besarnya ditetapkan Walikota 
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dengan memperhatikan ketentuan tarip yang diatur oleh Perusahaan Listrik 
Negara dan Perusahaan Air Minum.  





Pasal  11 
   
(1)   Pemindahtanganan Ijin Penempatan Los/Kios karena dijual atau pemegang 
Ijin telah meninggal dunia, dilakukan dengan mengajukan Surat Permohonan 
secara tertulis kepda Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan :  
a.       Surat Keterangan Jual Beli bagi kios yang diperjual belikan.  
b.      Surat Keterangan Kematian bagi kios yang pemiliknya meninggal dunia.  
c.       Tanda pelunasan retribusi sewa kios/los sampai dengan bulan terakhir.  
  Surat permohonan pemindahtanganan atau balik nama sebagaimana dalam 
Lampiran 4.  
(2)   Permohonan pemindahtanganan atau Balik Nama dari pemilik SIP lama 
menjadi pemilik SIP yang baru dikenakan biaya administrasi balik nama sebesar 
10 % dari harga taksiran. Untuk kios sebesar                      Rp. 1.950.000/m2, dan 
untuk los sebesar                    Rp. 1.300.000,-/m2 ( Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Surakarta  Nomor : 511.3/001/1/1999 tentang Penetapan 




Penggunaan Loket Bus Malam 
 
Pasal  12 
   
(1)   Kegiatan pelayanan/penjualan tiket bus malam harus dilakukan di loket bus 
malam.  
(2)   Perusahaan Otobis yang akan menggunakan loket bus malam harus 
mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 
melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dengan dilengkapi  :  
a.       Surat Permohonan Sewa Loket Bus Malam. 
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b.      Surat Penunjukan pengurus/penanggung jawab/ penjual tiket/agen yang 
ditugaskan di terminal.  
c.       Foto copy Kartu Pengawasan bus yang melayani trayek ke Solo.  
Surat Permohoan sewa loket bus malam oleh Perusahaan Otobus sebagaimana 
dalam Lampiran 5. 
  (3)   Permohonan Sewa Loket Bus Malam juga dapat diajukan oleh 
Pengurus/Penanggung Jawab/Wakil Perusahaan/Penjual tiket yang bertugas di 
terminal, atas nama Perusahaan Otobus   dengan  melengkapi : 
a.       Surat Permohonan Sewa Loket Bus Malam. 
b.      Surat Penunjukan sebagai pengurus/penanggung jawab/penjual tiket/agen 
yang ditugaskan di terminal dari Perusahaan Otobus.  
c.       Foto copy Kartu Pengawasan bus yang melayani trayek ke Solo.  
d.      Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 lembar.  
e.       Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian.  
f.        Pas photo warna 3 X 4 cm sebanyak 2 lembar. 
  Surat Permohonan sewa loket bus malam oleh Pengurus/Penanggung 
Jawab/Wakil Perusahaan/ Penjual tiket yang bertugas di terminal sebagaimana 
dalam Lampiran 5. 
 (4)   Bila permohonan sewa loket bus malam diajukan oleh penjual tiket/agen di 
terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka persyaratan yang 
terlampir dapat sekaligus menjadi kelengkapan penerbitan Kartu Tanda Pengenal.  
Bagian Keempat 
 
Kartu Tanda Pengenal 
 
Pasal  13 
   
Permohonan Kartu Tanda Pengenal bagi pengurus bus AKAP/Bus Malam 
penyewa loket Bus Malam disampai-kan kepada Kepala UPTD Terminal   
meliputi :  
a.       Pengurus Bus AKAP atau AKDP baru melampiri :  
1.      Surat Permohonan; 
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2.      pas photo 2 X 3 sebanyak 2 lembar; 
3.      foto copy Kartu Tanda Penduduk;  
4.      foto copy Kartu Pengawasan bus yang bersangkut an;  
5.      Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian.  
Surat permohonan menjadi pengurus bus AKAP atau AKDP baru sebagaimana 
dalam Lampiran 6.  
b.      Pengurus Bus AKAP atau AKDP lama (perpanjangan) melampiri :  
1.      Surat Permohonan; 
2.      pas photo 2 X 3 sebanyak 2 lembar; 
3.      foto copy Kartu Tanda Penduduk;  
4.      foto copy Kartu Pengawasan bus yang bersangkut an;  
5.      hasil evaluasi dari Petugas Keamanan Terminal meliputi dedikasi dan 
mentalitas dalam setahun terakhir.  
Surat permohonan perpanjangan sebagai pengurus bus AKAP atau AKDP 
sebagaimana dalam Lampiran 7.  
Pasal  14 
   
Permohonan Kartu Pengenal bagi pembersih bus, asongan, penyemir sepatu, 
tenaga angkut barang penumpang, pengemudi mobil carteran, pengemudi becak, 
dan pemegang SIP Kios Terminal yang meliputi :  
a.       Permohonan baru dengan melampirkan : 
1.      Surat Permohonan; 
2.      foto copy Kartu Tanda Penduduk;  
3.      Surat keterangan Kelakuan Baik (SKKB);  
4.      Khusus karyawan pembersih bus harus  melampir kan Surat Keterangan dari 
perusahaan otobus yang bersangkutan, dan bagi Pemegang SIP Kios dan/atau Los 
harus melampirkan foto copy SIP.  
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  Surat Permohonan Kartu Pengenal bagi pembersih bus, asongan, penyemir 
sepatu, tenaga angkut barang penumpang, pengemudi mobil carteran, pengemudi 
becak dan pemegang SIP Kios Terminal sebagaimana dalam Lampiran 8.  
b.      Permohonan lama atau perpanjangan dengan melampirkan :  
1.      Surat Permohonan; 
2.      foto copy Kartu Tanda Penduduk;  
3.      Menyerahkan Kartu Tanda Pengenal lama;  
4.      Khusus karyawan pembersih bus harus melampirkan Surat Keterangan dari 
Perusahaan Otobus yang bersangkutan, dan bagi pemegang SIP Kios dan/atau Los 
harus melampirkan foto copy bukti pembayaran retribusi bulan terakhir/masa 
berlakunya Kartu Tanda Pengenal.   
5.      hasil evaluasi dari Petugas Keamanan Terminal meliputi dedikasi dan 
mentalitas dalam setahun terakhir.  
  Surat Permohonan Perpanjangan Kartu Pengenal bagi pembersih bus, asongan, 
penyemir sepatu, tenaga angkut barang penumpang, pengemudi mobil carteran, 
pengemudi becak, dan pemegang SIP Kios Terminal sebagaimana dalam 
Lampiran 9.  
  
Bagian Kelima 
   
Pembuatan/Perluasan Bangunan Tempat Usaha  
   
Pasal  15 
   
(1)   Setiap orang/badan dapat mengajukan permohonan pembuatan bangunan 
tempat usaha di terminal bus Tirtonadi.  
(2)    Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dilampiri :  
a.       Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.  
b.      Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan setempat. 
c.       Gambar Teknik Rencana Perluasan Tempat Usaha  
d.      Kesanggupan semua beaya kegiatan menjadi tanggung jawab pemohon. 
Setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 dan 2, akan diterbitkan Surat Ijin Penempatan atau ijin sewa lahan dengan 
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jasa usahanya dan setelah selesai pembangunan diserahkan kepada Pemerintah 
Kota Surakarta merupakan Aset Pemerintah Kota.  
Surat Permohonan Pembangunan Tempat Usaha sebagaimana dalam Lampiran 
10.  
Pasal  16 
   
(1)   Setiap pemegang Surat Ijin Penempatan Kios/Los dapat mengajukan 
permohonan perluasan bangunan tempat usaha di terminal bus Tirtonadi.  
(2)   Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan kepada Walikota 
atau Pejabat yang ditunjuk, dilampiri :  
a.       Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.  
b.      Surat Ijin Penempatan terakhir.  
c.       Gambar Teknis Rencana Perluasan Tempat Usaha.  
e.       Bukti Pelunasan retribusi sewa kios sampai dengan bulan terakhir.  
f.        Kesanggupan semua beaya kegiatan menjadi tanggung jawab pemohon. 
Setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 dan 2, akan diterbitkan Surat Ijin Penempatan atau ijin sewa lahan dengan 
jasa usahanya dan setelah selesai pembangunan diserahkan kepada Pemerintah 
Kota Surakarta merupakan Aset Pemerintah Kota.  
Surat Permohonan perluasan bangunan Tempat Usaha sebagaimana dalam 
Lampiran 11.  
BAB  IV 
 
PENATAAN PENGASONG DAN PENYEMIR SEPATU 
 
Pasal  17 
   
(3)   Pengasong menjajakan barang dagangannya dengan cara diedarkan atau 
diasong.  
(4)   Pengasong dilarang menjajakan barang dagangannya dengan cara meletakkan 
pada suatu tempat (oprokan).  
(5)   Kepala UPTD Terminal memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas 
LLAJ tentang batasan jumlah pengasong dan penyemir sepatu.  
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(6)   Saat melakukan kegiatan berjualan dan menyemir sepatu, Kartu Tanda 
Pengenal harus dipakai.  
BAB  V 
 
KEWENANGAN PENANDA TANGANAN 
 
Pasal  18 
   
(1)   Surat Ijin Penempatan Kios dan/atau Los ditandatangani oleh Kepala Dinas 
LLAJ atas nama Walikota.  
(2)   Kartu Tanda Pengenal ditandatangani oleh Kepala UPTD Terminal atas nama 
Walikota.  
(3)   Penindakan terhadap pelanggaran kelalulintasan di terminal dilakukan dan 
ditandatangani oleh PPNS bidang LLAJ yang bertugas di terminal dan diketahui 
oleh Kepala Dinas LLAJ.  
     
BAB  VI 
 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
 
Pasal  19 
   
(1)   Pemungutan retribusi Bus Cepat, Bus Lambat, Bus Kota, Bus Perkotaan 
dilakukan di tempat pemungutan retribusi pada saat bus masuk terminal untuk 
sekali masuk.  
(2)   Pemungutan retribusi kios, los, penerangan, air minum, loket bus malam 
dibayarkan setiap bulan tidak lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya, pembayaran 
lewat dari tanggal 10 bulan berikutnya dikenakan bunga administrasi sebesar 2 % 
setiap bulan dari besarnya retribusi terhutang.  
(3)   Pemungutan Retribusi parkir taksi/mobil penumpang, sepeda motor, becak, 
dan retribusi penitipan sepeda motor, sepeda dilakukan saat kendaraan memasuki 
pos pemungutan retribusi.  
(4)   Pemungutan retribusi ruang tunggu dilakukan saat pengunjung 
terminal/penumpang melewati pos pemungutan retribusi.  
(5)   Pemungutan retribusi pengasong dan penyemir sepatu dilakukan tiap hari.  




Pasal  20 
Tarip Retribusi Terminal Penumpang berdasarkan Pasal 37 Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal  
Penumpang. 
 
BAB  VII 
 
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN 
   
Pasal  21 
 (1)   Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas oleh wajib retribusi.  
(2)   Wajib retribusi membayar kepada Bendahara Khusus Penerima atau petugas 
yang ditunjuk di UPTD Terminal.  
(3)   Petugas yang ditunjuk menyetorkan ke Bendahara Khusus Penerima dan 
menyetorkannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam dengan 
menggunakan blangko bukti setor rangkap 6 (enam).  
(4)   Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.  
(5)   Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan. 
BAB  VIII 
 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
 
Pasal  22 
   
(1)   Walikota berdasarkan Surat permohonan Wajib retribusi dapat memberikan 
pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.  
(2)   Prosedur dan Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan, dan 
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas.  
BAB  IX 
 
SANKSI  ADMINISTRATIF 
 
Pasal  23 
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(1)   Bagi wajib retribusi sewa kios/los yang terlambat membayar retribusi sewa 
kios/los dan pengganti bea penerangan (listrik) dan pemakaian air minum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka akan diberlakukan tindakan 
administratif sebagai berikut : 
a.       Teguran pertama. 
      Diberikan 7 (tujuh) hari setelah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran retribusi sewa kios/los dan pengganti bea penerangan (listrik) dan 
pemakaian air minum. 
      Surat Teguran pertama sebagaimana dalam Lampiran 12.  
  b.      Teguran Kedua. 
      Diberikan 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran Surat Teguran Pertama 
untuk melunasi keterlambatan pembayaran retribusi sewa kios/los dan pengganti 
bea penerangan (listrik) dan pemakaian air minum. 
      Surat Teguran kedua sebagaimana dalam Lampiran 13. 
c.       Teguran ketiga. 
Diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran Surat Teguran 
Kedua untuk melunasi keterlambatan pembayaran retribusi sewa kios/los dan 
pengganti bea penerangan (listrik) dan pemakaian air minum. 
Surat Teguran ketiga sebagaimana dalam Lampiran 14.  
d.      Bila dalam waktu yang telah ditentukan dalam huruf c yang bersangkutan 
tidak memenuhi kewajibannya, sebelum diadakan penyelidikan dari PPNS maka 
dilaksanakan pemutusan aliran listrik bagi kios/los yang bersangkutan.  
 (2)   Bagi Pemegang Surat Ijin Penempatan Kios/los, 1 (satu) bulan sebelum 
habis masa berlakunya akan diberikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dalam 
Lampiran 15.  
   
Bila pada tanggal berakhirnya Surat Ijin Penempatan pemegang belum 
mengajukan permohonan perpanjangan, maka akan diberikan tindakan 
administratif berupa  :  
a.       Peringatan Pertama. 




Surat Peringatan Pertama sebagaimana dalam Lampiran 16.  
  b.      Peringatan Kedua. 
Diberikan 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengeluaran Surat Peringatan 
Pertama untuk mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Penemptan.  
Surat Peringatan Kedua sebagaimana dalam Lampiran 17.  
c.       Peringatan Ketiga. 
Diberikan 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengeluaran Surat Peringatan 
Kedua untuk mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Penemptan.  
Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dalam Lampiran 18.  
  d.      Bila setelah  14 (empat belas) hari sejak tanggal pengeluaran Surat 
Peringatan Ketiga Pemegang Surat Ijin Penempatan tidak mengajukan 
Permohonan Perpanjangan, maka Surat Ijin penempatan dicabut dan tidak 
diperkenankan lagi menempati kios/los tersebut.  
 (3)   Bagi Pemegang Kartu Tanda Pengenal : Sewa Loket Bus Malam, Pengurus 
Bus Antar Kota Dalam Propinsi, Pengemudi Mobil Carteran Terminal, 
Pengemudi Becak Terminal, Pembersih Bus Terminal, Kuli Angkut Barang, dan 
Bakul Asongan, 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya akan diberikan 
Surat Pemberitahuan sebagaimana dalam Lampiran 19.  
Bila pada tanggal berakhirnya Kartu Tanda pengenal pemegang belum 
mengajukan permohonan perpanjangan, maka akan diberikan tindakan 
administratif berupa : Pencabutan Kartu Tanda Pengenal yang bersangkutan.  
   
BAB  X 
 
KETENTUAN  PENUTUP 
   
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh 
Kepala Dinas LLAJ.  
  Pasal  25 
   
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
  Agar masyarakat mengetahui, memerintahkan pengundang an Keputusan ini 
dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.   











   
   
   
   
   
   
   
   
Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2004  
   
Sekretaris Daerah Kota Surakarta  
Ttd.  
Drs. QOMARUDDIN,  MM.  
NIP. 500 043 090 
Ditetapkan  di  Surakarta  
pada tanggal  11 Agustus  2004  
   
WALIKOTA  SURAKARTA  
Ttd.  
SLAMET  SURYANTO  
   
   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
